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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rahmat dan karunia-Nya, 

Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Sumber Daya 

Genetik dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tim bekerja selama 9 (sembilan) bulan 

mulai dari bulan April sampai Desember 2015, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-152.HN.01.011 Tahun 2013 

tertanggal 23 April 2015.  

Analisis dan evaluasi ini didasakan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan 

salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi atau 

megadiversity yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa 

bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung 

unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman 

sumber daya genetik, Indonesia ditantang untuk memanfaatkan sumber daya genetik 

secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari proses pencarian dan pengembangan 

sumber-sumber baru dari senyawa kimia, gen, dan organisme atau mikro-organisme 

yang nantinya akan menghasilkan produk berkualitas.  

Bioteknologi dan bioprospecting telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari 

negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan 

pemanfaatan. Namun demikian, adanya alih teknologi dan pembagian keuntungan 

ekonomi dari perusahaan besar belum secara secara adil dirasakan. Perlindungan akan 

keanekaragaman sumber daya genetik khas Indonesia masih sangat lemah pada 

beberapa waktu terakhir yang hal ini diduga kuat karena adanya praktik-praktik 

pembajakan hayati dengan perpindahan sumber daya genetik oleh pihak asing melalui 

program penelitian.  

Oleh karena itu, perlu politik hukum untuk mengubah, mencabut, dan/atau menerbitkan 

peraturan baru terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang telah atau 

berpotensi memunculkan konflik sebagai akibat ketidakkonsistenan, duplikasi, 

multitafsir maupun karena tidak operasionalnya peraturan tersebut. Selain itu, perlu 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keanekaragaman hayati (biological diversity) merupakan tumpuan 

hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang 

kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi 

maupun obat-obatan. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di 

antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, 

lautan dan ekosistem aquatic lain serta kompleks-kompleks ekologi yang 

merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di 

dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.1   

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati (baik flora maupun fauna) yang tinggi (megadiversity) 

dan setara dengan Brasil di Benua Amerika dan Zaire atau Republik 

Demokratik Kongo di Afrika. Menurut World Conservation Monitoring 

Comittee (1994) dalam Ramono (2004), kekayaan bumi Indonesia mencakup 

27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus) jenis tumbuhan berbunga atau sebesar 

10 % (sepuluh persen) dari seluruh jenis tumbuhan di dunia, 515 (lima ratus 

lima belas) jenis mamalia atau sebesar 12 % (dua belas persen) jenis mamalia 

dunia, 1.539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) sejenis burung atau 

sebesar 17% (tujuh belas persen) seluruh jenis burung di dunia dan 781 (tujuh 

ratis delapan puluh satu)  jenis reptil dan amphibi atau sebesar 16 % (enam 

belas persen) dari seluruh reptil dan amphibi di dunia).2 Tingginya keragaman 

hayati ini salah satunya dikarenakan posisi Indonesia sebagai negara 

                                                 
1 Lihat Article 2 Convention on Biological Diversity yang menyebutkan bahwa “Biological 

diversity means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, 

terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are 

part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems”  
2 W.S. Ramono dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman 

Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (2004). Prosiding Workshop Nasional 

Konservasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Genetik Tanaman Hutan, 8 Nopember 

2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Yogyakarta, hlm. 21-27 
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kepulauan dimana pulau-pulau tersebut tersebar di sepanjang garis 

khatulistiwa.3    

Upaya untuk melesatarikan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, beragama dilakukan oleh Pemerintah, antara lain peningkatan 

konservasi dan tata kelola hutan:4 

1. Meningkatnya populasi 25 species satwa terancam punah (sesuai redlistof 

threatened IUCN) sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 

dalam rangka pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; 

2. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha 

termasuk perlindungan kawasan essensial karst, gambut, dan mangrove; 

3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik 

serta menurunkan jumlah hotspots kebakaran hutan; 

4. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati 

 

Pada dasarnya, keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 (tiga) 

tingkat yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat jenis dan tingkat 

genetik. Ekosistem adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal 

balik antara makhluk hidup (komponen biotik) dan lingkungannya (komponen 

abiotik). Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan 

kimia, tipe vegetasi, dan tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan 

makhluk hidup ini sangat beragam. Kondisi lingkungan yang beragam tersebut 

menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempatinya beragam pula. 

Keanekaragaman seperti ini disebut sebagai keanekaragaman tingkat 

ekosistem. 

Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies merupakan tingkatan 

keanekaragaman yang mudah dilihat. Keanekaragaman tingkat spesies 

ditunjukkan dengan adanya jenis-jenis tumbuhan, hewan, serta 

mikroorganisme yang berbeda-beda. Spesies merupakan kumpulan individu-

                                                 
3 Ibnu Maryanto et.al., Bioresource untuk pembangunan ekonomi hijau (Jakarta : LIPI Press, 

2013), hlm.1. 
4 Lampiran Buku Kedua Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional 2015-2019, Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional 2015-

2019. 
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individu yang secara morfologi, fisiologi atau biokimia berbeda dengan 

kelompok-kelompok lain dengan ciri-ciri tertentu.  

Selanjutnya, keanekaragaman tingkat genetik. Gen adalah materi 

hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup. Gen 

terdapat di setiap inti sel makhluk hidup. Gen pada makhluk hidup memiliki 

perangkat dasar yang sama, tetapi memiliki susunan yang berbeda. 

Keanekaragaman tingkat gen menimbulkan variasi antar individu dalam satu 

spesies. Sumber daya genetik sebagai wujud keanekaragaman hayati 

merupakan bahan genetik yang terdiri dari tanaman, hewan, jasad renik atau 

lainnya, yang mempunyai kemampuan pewarisan sifat (hereditas).5 Pada 

tanaman, sumber daya genetik terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain 

tanaman, serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan atau ternak sumber 

daya genetik terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya, semen, 

telur, embrio, hewan hidup, baik yang muda maupun yang dewasa.  

Dengan tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki 

Indonesia maka potensi keanekaragaman sumber daya genetik pun berlimpah, 

dimana persebarannya meliputi berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia 

memiliki beberapa sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda 

dengan yang ada di daerah lain. Menurut Endang Sukara (peneliti senior 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dari hasil penelitian hutan sekunder di 

Jambi, pada area 1 hektar saja teridentifikasi 300 jenis tumbuhan berdiameter 

batang lebih dari 2 sentimeter dan penguasaan atas data sumber daya genetika 

bermanfaat untuk mencapai pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber 

daya genetika itu. Mekanismenya meliputi izin akses, kesepakatan transfer 

material, izin pemanfaatan komersial, dan perjanjian kerja sama riset dan 

pengembangan.6  

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara mempunyai 

ketergantungan dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya atas 

sumber daya genetik. Bagi negara maju dan negara yang mempunyai 

                                                 
5 Pengertian diambil dari http://www.wipo.int/tk/en/genetic/, diakses tanggal 7 Mei 2015 
6“Kekayaan Sumber Daya Genetika Belum Terpetakan,” 

<http://sains.kompas.com/read/2012/12/07/18374871/Kekayaan.Sumber.Daya.Genetika.Belum.Te

rpetakan>, diakses tanggal 21 Mei 2015  

http://www.wipo.int/tk/en/genetic/
http://sains.kompas.com/read/2012/12/07/18374871/Kekayaan.Sumber.Daya.Genetika.Belum.Terpetakan
http://sains.kompas.com/read/2012/12/07/18374871/Kekayaan.Sumber.Daya.Genetika.Belum.Terpetakan
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keunggulan iptek akan mempunyai peluang lebih besar dalam memanfaatkan 

sumber daya genetik.7 Menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai 

bangsa yang kaya dengan keanekaragaaman sumber daya genetik untuk dapat 

memanfatkannya secara terpadu dan berkelanjutan untuk dapat menghasilkan 

produk dengan kualitas tinggi. Tren yang terjadi pada beberapa negara maju 

dan beberapa negara berkembang adalah adanya kemajuan pesat dalam 

pembangunan pemuliaan dan teknik produksi spesies dan bangsa ternak 

sebagai penyumbang pangan dalam 50 (lima puluh) tahun terakhir ini. Seleksi 

yang ketat dan penyempurnaan pemeliharaan ternak telah berhasil 

meningkatkan daging dan susu.8 Kemajuan yang sangat cepat -dengan rataan 

peningkatan produksi sebesar 2% (dua persen) per tahun- sebagai suatu 

indikator sumber daya genetik potensial untuk menyumbang terhadap 

keamanan pangan dan pembangunan daerah pedesaan.9 Oleh karena itu, pada 

tanggal 20 Maret 2006 Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2006 tentang International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk 

Pangan dan Pertanian).10  

Beberapa materi pokok yang diatur dalam perjanjian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetik tanaman pangan dan 

pertanian; 

b. Pelestarian sumber daya genetik tanaman; 

c. Kebijakan pemanfaatan secara berkelanjutan dan implementasinya; 

d. Komitmen para pihak pada taraf nasional dan internasional; 

e. Perlindungan terhadap hak petani; 

f. Sistem multilateral mengenai akses dan pembagian keuntungan; 

                                                 
7 Suharto, Pembuatan Perjanjian Terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Makalah 

disampaikan pada Lokakarya Internasional Material Transfer Aggreement untuk Perlindungan 

Sumber Daya Alam dan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 27 Juni 2005. 
8 Bes Tiesnamurti et.al., Rencana Aksi Global Sumber Daya Genetik Ternak Dan Deklarasi 

Interlaken (Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken Declaration) 

(Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2011), hlm.17.  
9 Ibid 
10 Indonesia, Undang-undang Tentang International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan 

Pertanian), UU No. 4 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612. 
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g. Pembagian keuntungan secara adil dan merata dalam sistem multilateral; 

dan 

h. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang 

pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman. 

Pada salah satu pasal dalam perjanjian tersebut diatur mengenai 

pelestarian lingkungan termasuk sumber daya alam sebagai inti perjanjian 

sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian. Perjanjian ini mendorong 

pihak-pihak terkait untuk mengupayakan langkah pemanfaatan 

berkelanjutan.11 Diharapkan dengan aksesi perjanjian ini Indonesia dapat 

berperan lebih aktif dalam hal pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.  

Bahkan lebih jauh, di Indonesia, regulasi mengenai urgensi 

keanekaragaman hayati dan ekosistem telah lama ada. Hal tersebut misalnya 

pada masa kolonial Belanda terdapat aturan antara lain: (1) Ordonansi 

Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133); (2) 

Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar 

(Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134); (3) 

Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtcrdonnantie Java en Madoera 

1940 Staatsblad 1939 Nummer 733); dan (4) Ordonansi Perlindungan Alam 

(Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167). Pada 

masa kemerdekaan, regulasi tersebut ddilanjutkan oleh, antara lain: Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketuan-ketentuan Pokok Kehutanan, 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 

tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Seluruh undang-

undang tersebut, kecuali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah digabti 

dengan undang-undang yang baru.  

Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-undang dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kekayaan sumber daya 

genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis perlu dijaga kelestariannya dan 

dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber 

                                                 
11 Lihat Pasal 6 Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian 
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daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.12 Dengan 

demikian merupakan kewajiban Indonesia untuk memperbaiki kemampuan 

nasional dalam mengelola sumber kekayaan alam, membangun keterampilan, 

infrastruktur, sistem informasi dan teknologi agar dapat mengembangkan 

produk baru yang berkualitas tinggi dan sekaligus menjamin perlindungan dan 

pemakaian kekayaan alam yang berkelanjutan. 

Terkait dengan perlindungan sumber daya genetik, di Bali misalnya 

perlindungan atas sumber daya genetiknya sudah dilakukan sejak ratusan 

tahun dengan melakukan ritus adat. Selain itu pemanfaatan atas sumber daya 

seperti sebagai obat ataupun kosmetik, juga dilakukan melalui aturan desa. 

Seperti misalnya yang dikenal dengan Lontar Usada (Usada Taru Pramana), 

merupakan salah satu pengetahuan “tua” di Bali yang berisi tidak hanya 

mantra dan ritual pengobatan namun juga dengan uraian berbagai penyakit 

dan aneka ramuan obat yang memanfaatkan tanaman-tanaman yang tumbuh di 

daratan Bali.13 Oleh karena itu penghormatan dan ungkapan rasa terima kasih 

atas kelimpahan sumberdaya genetik juga dilakukan melalui beberapa praktek 

tradisi yang juga bertujuan untuk merawat dan memanfaatkan sumberdaya 

tersebut. 

Perlindungan atas sumber daya genetik menjadi urgent, demikian juga 

untuk Indonesia. Karena kekayaan sumber daya hayati termasuk juga genetik 

rentan pencurian atau pembajakan (biopiracy) ataupun juga pemanfaatan yang 

terus menerus, tidak tepat dan tidak sah (illegal utilization). Hal ini dibuktikan 

dengan banyak sekali sumber daya genetika seperti obat, bahan industri dan 

pangan dipatenkan ataupun diambil dan dimanfaatkan tanpa izin oleh 

perusahaan dan pakar luar negeri. Lalu bagaimana jika misalnya obat-obatan 

yang diproduksi oleh perusahaan obat besar yang bahan dasarnya diperoleh 

dari tanaman yang berasal dari suatu masyarakat tradisional atau tanaman 

yang hanya dapat tumbuh di suatu wilayah masyarakat tertentu? Sebagai 

                                                 
12 Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang 

Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable 

Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity 

(Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang 

Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) 
13Diambil dari (http://yayasanwisnu.blogspot.com/2013/04/sumberdaya-genetika-dan-

pengetahuan.html) yang diakses tanggal 11 Mei 2015 

http://yayasanwisnu.blogspot.com/2013/04/sumberdaya-genetika-dan-pengetahuan.html
http://yayasanwisnu.blogspot.com/2013/04/sumberdaya-genetika-dan-pengetahuan.html
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contoh kasus di India terdapat tanaman pohon neem, yang telah berabad-abad 

digunakan oleh masyarakat lokal sebagai obat bermacam-macam penyakit. 

Sejumlah perusahaan India dan juga asing kemudian mempatenkan suatu 

invensi berdasarkan sifat pohon neem yang telah digunakan oleh masyarakat 

tradisional India. Perusahaan asing yang menggunakan pohon Neem sebagai 

bahan pembuatan obat dan juga pestisida memperoleh keuntungan besar atas 

paten invensinya tersebut. 

Jika demikian, bagaimana dengan varietas-varietas lokal yang tersebar 

di wilayah Indonesia yang masih dapat dikembangkan potensinya? seperti 

pisang Mulut Bebek (terdapat di Maluku Utara) yang memiliki keunggulan 

rasa yang gurih, pisang Hawwa yang oleh masyarakat Tobelo Halmahera 

Utara bisa digunakan untuk pencegahan diabetes atau anggrek Halmahera 

yang memiliki sekitar 27 (dua puluh tujuh) jenis yang berbeda karakternya 

dengan aneka bentuk dan warna bunga. Selain itu di Halmahera juga terdapat 

pala Ternate dengan kandungan myristicin yang tinggi, pala Tidore dan pala 

Tobelo dengan ukuran biji yang agak besar dan masih ada sekitar 200-an (dua 

ratusan) jenis tanaman yang diidentifikasi bisa digunakan sebagai obat.14 Dari 

hasil suatu penelitian disebutkan bahwa dari 150 (seratus lima puluh) obat-

obatan yang diresepkan dokter di Amerika Serikat, 118 (seratus delapan belas) 

jenis berbasis sumber alam, yaitu 74% (tujuh puluh empat) dari tumbuhan, 

18% (delapan belas persen) jamur, 5% (lima persen) bakteri, dan 3% (tiga 

persen) vertebrata seperti ular. Nilai obat-obatan dari bahan alam mencapai 40 

miliar dollar Amerika Serikat pertahun.15 Industri farmasi atau obat-obatan 

memang merupakan industri yang sangat besar, dengan perkiraan persentase 

dari keseluruhan nilai industri bahwa nilai tumbuhan alami yang digunakan 

dalam industri farmasi berkisar dari 400 (empat ratus) sampai dengan 900 

                                                 
14 “Potensi Sumberdaya Genetik (Plasma Nutfah) di Maluku Utara & Pengelolaannya,” 

<http://panganrakyat.blogspot.com/2012/02/potensi-sumberdaya-genetik-plasma.html>, diakses 

tanggal 21 Mei 2015. 
15Diambil dari http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/apa-manfaat-perjanjian-protokol-

nagoya-bagi-indonesia diakses tanggal 7 Mei 2015 

http://panganrakyat.blogspot.com/2012/02/potensi-sumberdaya-genetik-plasma.html
http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/apa-manfaat-perjanjian-protokol-nagoya-bagi-indonesia
http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/apa-manfaat-perjanjian-protokol-nagoya-bagi-indonesia
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(Sembilan ratus) milyar dollar Amerika Serkat pertahun.16 Angka-angka yang 

fantastis ini menunjukkan besarnya nilai ekonomis atas sumber daya genetik. 

Pada tingkat internasional, perlindungan terkait sumber daya genetik 

diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya dalam The Convention on 

Biological Diversity,17 The Nagoya Protocol, The Cartagena Protocol dan 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 

Pengaturan mengenai sumber daya genetik selama ini erat kaitannya dengan 

rezim perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). WIPO (World 

Intellectual Property Rights) sebagai organisasi kekayaan intelektual dunia 

mengakomodir perlindungan terkait dengan sumber daya genetik, yang lebih 

sering dikenal dengan sebutan Genetic Resources, Traditional Knowledge and 

Folklore. Pada beberapa negara, perlindungan terhadap sumber daya genetik 

diatur dalam pengaturan paten ataupun perlindungan terhadap varietas 

tanaman. Namun, menjadi pertanyaan lebih lanjut apakah rezim HKI ini telah 

mengakomodir perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik dengan 

tepat dan maksimal?  

Di Indonesia sendiri pernah ada suatu kasus ketika sebuah perusahaan 

kosmetika di Jepang yaitu Perusahaan Shiseido telah mempatenkan beberapa 

ramuan tradisional yang terbuat dari berbagai tanaman dan rempah-rempah. 

Ramuan-ramuan itu termasuk yang diklaim dapat memperlambat efek 

penuaan dan menyehatkan rambut, terbuat dari zat-zat yang hanya ditemukan 

pada cabai jawa.18 Hingga saat ini diketahui orang-orang asing mengunjungi 

pedesaan di Indonesia untuk kemudian mempelajari pengetahuan tradisional 

setempat seperti pemanfaatan secara biologis maupun pengambilan sampel 

genetis dari hewan dan tumbuhan.19 Orang-orang asing tersebut kemudian 

mempatenkan dan menarik keuntungan secara signifikan atas pengetahuan 

tradisional yang mereka peroleh dari masyarakat tradisional. Oleh karena itu 

masyarakat tradisional-lah yang paling sering dirugikan ketika pengetahuan 

                                                 
16  Claudio Chiarolla, Commodifying Agricultural Biodiversity and Development Related Issues, 

The Journal Of  World Intellectual Property, Volume 9 January 2006, hlm. 27 
17 Lihat Article 15: Access to Genetic Resources dalam The Convention on Biological Diversity 
18 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, (Alumni, Bandung, 2006), hlm. 

64 
19 Ibid 
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tradisional yang telah mereka gunakan berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-

abad, kemudian diproduksi secara massal oleh orang asing dan kemudian 

dijual kembali kepada masyarakat dengan nilai yang tinggi.  

Perkembangan termuktahir di dunia menunjukkan sinyal positif bagi 

mekanisme perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik. Sinyal positif 

tersebut adalah adanya pengaturan internasional yang mengatur tata kelola 

sumber daya genetik yaitu Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 

and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization 

to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses 

pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan 

Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman 

Hayati).20 Dengan meratifikasi protokol ini diharapkan ada suatu pengaturan 

yang komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan 

keanekaragaman hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi 

Indonesia sebagai negara kaya sumberdaya genetik.21  

Secara umum pengaturan di dalam Protokol Nagoya mempunyai 

maksud dan tujuan antara lain: 

1. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan 

sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya 

genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk 

turunannya (derivative); 

2. akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan 

kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan 

berlandaskan prinsip prior informed consent (PIC) dengan pemilik atau 

penyedia sumber daya genetik; dan 

3. Mencegah pencurian sumber daya genetik (biopiracy). 

Pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan seperti 

bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau sebagai benih yang semakin 

                                                 
20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya 

Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits 

Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya 

Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang 

Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) 
21 “Konferensi Desa Adat Papua Bahas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik,” <http://bappeda-

mappi.com/?viewPage=brp&mainPage=brp&id=16>, diakses tanggal 15 Mei 2015 

http://bappeda-mappi.com/?viewPage=brp&mainPage=brp&id=16
http://bappeda-mappi.com/?viewPage=brp&mainPage=brp&id=16
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meningkat dengan dukungan perkembangan ilmu di bidang bioteknologi, 

nyatanya telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar tetapi 

pembagian keuntungan yang adil dan pengalihan teknologi yang sungguh-

sungguh dari perusahaan besar tersebut ke negara penghasil/penyuplai sumber 

daya genetis yang umumnya berasal dari negara berkembang masih belum 

memadai.22 Bahkan Indonesia dengan megadiversity-nya belum dapat 

menikmati secara maksimal potensi sumber daya hayati dan pengetahuan 

tradisional yang dimilikinya. Kenyataan pahitnya adalah yang menikmati 

keuntungan terbesar atas pemanfaatan sumber daya genetik adalah 

perusahaan-perusahaan besar dengan hak patennya dan negara asal penyedia 

materi genetik menjadi konsumen atas produk tersebut.23  

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI membentuk sebuah tim untuk 

melakukan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan 

Sumber Daya Genetik. Hal ini dilakukan untuk menerjemahkan arahan yang 

tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia ke dalam prinsip-prinsip 

dan indikator yang lebih operasional dan melakukan evaluasi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya genetik dan 

pemanfaatannya dengan merujuk pada prinsip dan indikator tersebut.    

 

B. Permasalahan 

Pada prinsipnya, pemerintah perlu menyedikan informasi yang 

komprehensif terkait dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya genetik, 

termasuk juga informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk menyediakan detail 

mengenai ini, perlu dilakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang akan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yaitu:  

1) Bagaimana prinsip-prinsip utama pemanfaatan sumber daya genetik yang 

mengacu pada nilai-nilai Pancasila? 

                                                 
22  Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan, (Badan 

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 37 
23 Diambil dari http://referensigeography.blogspot.com/2013/05/negara-megabiodiversity-

tanpa.html diakses tanggal 2 Juni 2015 

http://referensigeography.blogspot.com/2013/05/negara-megabiodiversity-tanpa.html
http://referensigeography.blogspot.com/2013/05/negara-megabiodiversity-tanpa.html
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2) Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pemanfaatan sumber 

daya genetik?  

 

C.Tujuan Kegiatan 

Kegiatan ini bertujuan: 

1. Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip yang terdapat pada Pancasila dan 

Konstitusi untuk melakukan pembaruan perundang-undangan terkait 

dengan pemanfaatan sumber daya genetik. 

2. Untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan sumber daya genetik dan pemanfaatannya. 

Dari hasil kajian tersebut, diidentifikasi masalah dan celah hukum yang 

terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait sumber 

daya genetik dan pemanfaatannya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi 

kemudian disusun rekomendasi arah pembaruan peraturan perundang-

undangan yang dapat berupa penyusunan peraturan baru, perubahan atau 

pencabutan peraturan yang sudah ada. 

 

D. Kegunaan/Manfaat 

Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sebagai berikut: 

1. Secara praktis hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan bagi pemerintah untuk menentukan pengaturan yang tepat 

terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik. Selain itu bagi pengamat 

dan pakar di bidang sumber daya genetik dapat digunakan sebagai 

referensi dalam menentukan langkah-langkah pemanfaatan sumber daya 

genetik yang menyentuh skala lokal dan nasional. 

2. Secara teoritis analisis dan evaluasi ini diharapkan akan menjadi bahan 

untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam bidang sumber daya 

genetik secara menyeluruh dan berkelanjutan.  

 

 

 



 
12 

E. Sistematika  

Laporan kajian ini terdiri dari bab yang berisi tentang: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menyampaikan latar belakang dilaksanakannya kegiatan, 

permasalahan, tujuan kegiatan, Kegunaan/Manfaat, Metode yang digunakan 

serta Sistematika penyajian hasil laporan. 

 

BAB II METODE ANALISIS DAN EVALUASI 

Bab ini akan menyampaikan mengenai metode analisis dan evaluasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai metode analisis dan 

evaluasi penting dalam rangka menjadi pedoman atau alat analisis yang akan 

membantu Tim dalam melakukan menganalisis dan mengevaluasi isu mengenai 

SDG. 

 

BAB III ARAH POLITIK HUKUM 

Bab ini akan menjelaskan arah politik hukum nasional terkait dengan 

pemanfaatan sumber daya genetik yang akan mengacu pada konstitusi, 

peraturan perundang-undangan terkait dan juga teori-teori yang akan 

menunjang dalam menganalisa kondisi yang ada.  

 

BAB IV PERMASALAHAN SUMBER DAYA GENETIK 

Pada bab ini yang menjelaskan permasalahan-permasalahan terkait dengan 

pemanfaatan sumber daya genetik.  

 

BAB V ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 

Bab ini akan membahas mengenai aplikasi metode analisis dan evaluasi dalam 

BAB II dikaitkan dengan arah politik hukum dalam BAB III terhadap 

permasalahan hukum dalam BAB IV yang terdapat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi tersebut permasalahan dalam BAB IV akan 

diketahui sebab dan cara pemecahannya. 
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BAB VI ARAH REKOMENDASI 

Bab ini akan membahas mengenai rekomendasi dari hasil analisis dan evaluasi 

yang terdiri atas, rekomendasi instrument kebijakan, strategi, kelembagaan, dan 

program pengembangan. 

 

F. Personalia Tim 

Pengkajian ini dilaksanakan dalam bentuk tim, berdasarkan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor PHN.152.HN.01-011 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum 

(Tambahan) Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia tim sebagai 

berikut: 

Ketua   : Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H 

Sekretaris   : Dwi Agustine K, S.H.,M.H 

Anggota   : 1. Dr. Dahrul Syah 

       2. Henny Marlina, S.H.,M.H.,M.L.I 

     3. Angga Wijaya Holman Fasa, S.H 

     4. Balai Besar Penelitian Biogen,  

      Kementerian Pertanian RI 

     5. Supriyatno, S.H.,M.H 

     6. Eko Noer Kristiyanto, S.H.,M.H 

     7. M. Ilham Putuhena, S.H 

  8. Benedictus Sahat Partogi, S.H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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BAB II 

METODE ANALISIS DAN EVALUASI 

 

Metode penelitian dalam kajian ini yaitu metode penelitian hukum 

normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.24 Berkenaan dengan penelitian 

hukum normatif tersebut maka jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis 

data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum berupa 

peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai dengan 

peraturan pemerintah. Selain bahan hukum studi pustaka dilakukan pula terhadap 

bahan non-hukum. Adapun teknik pengumpulan data dalam kajian ini yaitu 

melalui studi dokumen atau bahan pustaka (library research) dan focus group 

discussion dengan mengundang ahli di bidang pemanfaatan sumber daya genetik.  

Adapun teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan yaitu data dan 

bahan hukum dikumpulkan selanjutnya diolah sedemkian rupa sehingga data dan 

bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam klasifikasi 

yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan dalam melakukan 

analisis. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dan bahan hukum 

berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan 

hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dilanjutkan dengan 

kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis.25 

Titik tolak kajian ini berbasis pada hipotesis masih lemah dan belum 

selarasnya pengaturan di bidang pemanfaatan sumber daya genetik, mulai dari 

tingkat Undang-undang hingga Peraturan di tingkat Kementerian. Kajian ini 

mengambil fokus pada tiga bidang yaitu sumber daya genetik hewan, sumber daya 

genetic tumbuhan/tanaman, dan sumber daya genetik mikroba/mikroorganisme.  

                                                 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35 
25) Ibid, hal. 93. 
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Selanjutnya, berdasarkan titik tolak kajian tersebut ditentukanlah unit 

analisis yang akan digunakan untuk menentukan prinsip dan indikator. Unit 

analisis tersebut, yaitu: 

1. Pancasila 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/2001 tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR No.IX/2001). 

Adapun prinsip-prinsip yang ditemukan untuk menjadi bahan analisis dan 

evaluasi ini, yaitu:  

1. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konseptual merujuk 

pada pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan secara terkoordinasi antara 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar sektor di tiap tingkatan 

pemerintahan, sehingga dapat dibangun hubungan dan kerjasama yang saling 

mendukung, dengan menempatkan kepentingan pemanfaatan sumber daya 

genetik untuk kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral dan 

kepentingan nasional di atas kepentingan daerah dan individu.    

2. Prinsip Keberlanjutan yang secara konseptual merujuk pada kebijakan 

pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik harus mampu menjamin 

keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya genetik bagi negara maupun 

masyarakat serta bagi generasi sekarang dan mendatang. Pemanfaatan tersebut 

harus dilakukan dengan mempertimbangkan d prinsip kehati-hatian, 

melindungi keanekaragaman hayati serta mengedepankan kepentingan umum. 

3. Prinsip Keadilan yang secara konseptual merujuk pada kebijakan pengaturan 

pemanfaatan sumber daya genetik berkelanjutan agar dapat memenuhi 

kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, memenuhi rasa 

keadilan masyarakat termasuk di dalamnya keadilan dalam alokasi dan 

distribusi pemanfaatan sumber daya genetik. 

4. Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat yang secara konseptual merujuk 

pada kebijakan pengaturan pemanfataan pemanfaatan sumber daya genetik 

agar memberikan kesejahteraan kepada rakyat.  



 
16 

BAB III 

ARAH POLITIK HUKUM 

 

A. Kajian mengenai Politik Hukum 

Kajian mengenai politik hukum sesungguhnya ingin menjawab tentang 

bagaimana kedudukan politik terhadap hukum dan sebaliknya. Sampai saat ini 

para ahli masih berbeda pendapat mengenai kedudukan tersebut. C.F.G. 

Sunaryati Hartono, misalnya menggambarkan politik hukum sebagai sebuah 

proses interplay (saling mempengaruhi) di bidang sosial dan politik, di antara 

berbagai pressure group yang ada di masyarakat dalam menentukan bentuk 

dan corak hukum nasional.26 Adanya proses saling mempengaruhi itu 

dikarenakan hukum dibentuk melalui proses politik yang dijalankan oleh 

lembaga-lembaga negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Semua lembaga 

itu keberadaannya ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Oleh 

karena itu tidaklah keliru jika keberadaan kelompok penekan (pressure group) 

ikut menentukan pembentukan hukum (dalam pengertiannya sebagai undang-

undang).27 

Namun ada pula yang berpendapat bahwa hubungan antara hukum dan 

politik adalah terpisah sama sekali. Sebagaimana Hans Kelsen yang 

menegaskan dalam ajaran hukum murninya, bahwa alles ausscheiden mochte, 

was nicht zu dem exakt als Recht bestimmten Gegenstande gehort” (semua hal 

yang tidak berhubungan dengan hukum harus dikeluarkan).28  

Theo Huijbers dalam menjawab problematika hubungan hukum dan 

politik mengemukakan pandangannya bahwa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan sebab hukum bermaksud menciptakan suatu aturan masyarakat 

yang adil, berdasarkan hak-hak manusia sejati. Tujuan itu hanya tercapai kalau 

pemerintah mengikuti norma-norma keadilan dan mewujudkan suatu aturan 

yang adil melalui undang-undang. Dari situ, Huijbers menyimpulkan bahwa 

                                                 
26 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, cetakan I (Bandung: 

Alumni, 1991), hlm.27 
27 ibid 
28 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, cetakan kedua 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.7 
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hukum berada di atas pemerintah dan karenanya pemerintah harus bertindak 

sebagai pelayan hukum, dan bukan penguasa hukum.29  Pandangan Huijbers di 

atas, walaupun mengakui adanya pengaruh politik atau kekuasaan terhadap 

hukum, namun dalam batasan praktis pengaruh itu tidak dapat mencampuri 

eksistensi hukum. Hukum bersifat mengikat sekalipun terhadap negara yang 

membuat hukum itu sendiri. 

Seperti halnya Sunaryati Hartono dan Theo Huijbers, Satjipto Rahardjo 

mengabstraksikan politik hukum kedalam politik dan hukum, dengan tidak 

memberikan definisi yang tegas mengenai politik hukum. Menurut Satjipto, 

politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan tujuan masyarakat. 

Struktur politik memberikan perhatian terhadap pengorganisasian kegiatan 

kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol.30 

Keberadaan tujuan-tujuan itu, di dalam analisis Satjipto, tentunya diawali oleh 

proses memilih tujuan di antara banyak tujuan tersebut. Dengan begitu politik 

dapat diartikan dengan aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Di dalam 

hukum, orang akan berhadapan dengan persoalan yang serupa, yaitu 

keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara yang 

hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.31 Menurut Satjipto Rahardjo, 

hukum tidak dapat dikatakan berdiri otonom. Hukum berada di dalam 

kedudukan yang saling berkait dengan sektor-sektor kehidupan lainnya. Salah 

satu segi dari keadaan itu adalah bahwa hukum harus senantiasa melakukan 

penyesuaian dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakat. Dengan 

begitu, hukum mengalami dinamika dan politik hukum merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika itu karena diarahkan kepada ius 

constituendum.32 

Selain pendapat Satjipto Rahardjo, dalam karya Lemaire pada tahun 

1955 berjudul Het Recht in Indonesia menyatakan bahwa politik hukum 

termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif 

                                                 
29 Theo Huijbers, op.cit, hal.112 
30 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan kelima (Bandung:Citra Aditya Bhakti,2000), hal.352 
31 Ibid 
32 Ibid 
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(de positivieve).33 Lemaire kemudian menjelaskan bahwa kajian hukum positif 

tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku, kajian hukum positif selalu 

menimbulkan pertanyaan tentang hukum yang seharusnya atau yang 

diharapkan. Untuk itu, politik hukum merupakan bagian dari kebijakan 

legislatif yang mengkaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya (ius 

constituendum).34 

Sedikit berbeda dengan Lumaire, Utrecht menyatakan bahwa politik 

hukum menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum berusaha 

mencabut kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana manusia 

bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus 

diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan 

kenyataan sosial (sociale werkelijkheid).35 

Sedangkan Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum merupakan 

suatu konsep yang digunakan para elit penguasa untuk membuat arah 

kekuasaanya. Diibaratkan politik adalah gerbongnya dan hukum merupakan 

rel dari gerbong tersebut, jadi politik hukum merupakan dua bahasa yang 

sangat sulit untuk dipisahkan dalam perkembangannya.36 Mahfud MD 

mendefinisikan politik hukum sebagai berikut: 

”Politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang 

hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru 

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai 

tujuan Negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-

hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-

hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara”.37 

 

Lebih lanjut Mahfud MD menyebutkan bahwa hukum yang berlaku di 

suatu Negara atau hukum tata Negara Indonesia, tidak harus mengikuti teori-

teori atau hukum yang berlaku di Negara lain. Oleh sebab itu, maka yang 

dipakai adalah apa yang sebenarnya tertulis di dalam konstitusi oleh Negara 

atau bangsa yang bersangkutan, hal itulah yang dinamakan politik hukum. 

                                                 
33 Lemairre sebagaimana dikutip dari Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta; Sinar 

Grafika, 2010), hlm.6 
34 Ibid 
35 Utrecht, sebagaimana dikutip dalam Ibid, hlm.7 
36 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 17 
37 Ibid 
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 Secara khusus William Zevenbergen memberikan pemikirannya 

tentang dimensi kajian politik hukum. Menurutnya, politik hukum mencoba 

menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk 

dijadikan hukum. Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan 

bentuk dari politik hukum (legal policy).38 Pengertian legal policy mencakup 

proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan 

kearah mana hukum akan dibangun. Dengan kata lain, politik hukum 

memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai 

dengan situasi, kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.39 

Sehingga politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu politik 

hukum yang menjadi alasan dasar dari suatu peraturan perundang-undangan  

dan tujuan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. 

 

B. Kajian mengenai Sumber Daya Genetik 

1. Pengertian Sumber Daya Genetik 

Di dalam Convention on Biological Diversity (CBD), Sumber Daya 

Genetik (SDG) diartikan sebagai material genetik yang mempunyai nilai 

nyata atau potensial (genetic material of actual or potential value).40 

Adapun material genetik yang dimaksud adalah bahan dari tumbuhan, 

binatang, jasad renik atau jasad lain yang mengandung unit-unit fungsional 

pewarisan sifat (hereditas).    

Kameri-Mbote (1997) mengartikan SDG sebagai pembentuk basis 

fisik hereditas dan penyedia keanekaragaman genetik yang ada pada suatu 

populasi atau spesies. Menurutnya, SDG terdiri dari plasma nutfah 

tanaman, hewan dan organisme lainnya.41 Adapun yang dimaksud dengan 

                                                 
38 William Zevenbergen , sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, op.cit, hlm.19 
39 Ibid 
40 Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological 

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), UU Nomor 

5 Tahun 1994, LN.No. 41 Tahun 1994,, TLN No. 1556, terjemahan resmi salinan naskah asli 
41 Annie Patricia Kameri-Mbote, Phillipe Cullet, The management of Genetic Resources: 

Developments in The 1997, Sessions of The Commission on Genetic Resources For Food And 

Agriculture, (Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 1997) 

sebagaimana dikutip oleh Elfrida Lubis, “Penerapan Konsen Sovereign Right dan Hak Kekayaan 
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plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk 

hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar 

baru.42 

The international Treaty on Plant Genetic Resoources for Food and 

Agriculture (ITPGRFA) menjelaskan bahwa sumber daya genetik 

merupakan nilai nyata atau potensial dari tumbuhan bagi pangan dan 

pertanian.43 SDG merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat 

diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh 

manusia, yang mengandung kualitas yang dapat memberikan nilai atas 

komponen keanekaragaman hayat, seperti nilai ekologi, genetik, sosial, 

ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika 

keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya. 

Merujuk pada pengertian di atas, pengertian SDG ini meliputi 

tanaman, hewan atau mikroba yang memiliki unit fungsional hereditas yang 

bernilai, baik itu secara nyata maupun potensial. SDG mempunyai nilai 

multidimensi, baik itu nilai ekologi, social, budaya, maupun ekonomi. 

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDG secara komersial, maka nilai 

ini berarti nilai ekonomi dari SDG tersebut. 

Masih menurut CBD, materi genetik dapat meliputi benih, 

potongan, sel dan seluruhnya atau sebagian dari organisme yang memiliki 

unit fungsional hereditas. Selain itu, DNA atau RNA yang diekstraksi dari 

tanaman, hewan ataupun mikroba juga bisa dimasukkan dalam defnisi 

materi genetik.  

Menurut Pasal 2 CBD, SDG bisa berada secara in situ, yaitu di 

dalam ekosistem dan habitat alaminya dan dalam jenis-jenis terdomestikasi 

                                                                                                                                      
Intelektual dalam Perspektif Perlindungan dan Pemanfaatan SDG Indonesia (Disertasi: Universitas 

Indonesia, 2009), hlm. 78 
42 Istilah SDG dan plasman nutfah digunakan bergantian untuk menggambarkan substansi 

pembawa sifat keurunan. Substansi ini secara sempurna ada pada DNA. Penggunaan sitilah SDG 

ada pada ketentuan UNCBD dan ITPGRFA. Sedangkan UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem 

budidaya tanaman menggunakan istilah plasma nutfah. 
43 Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Intenasional mengenai Sumber Daya Genetik 

Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), LN.No.23 Tahun 2006, TLN No.4612., Terjemahan resmi 

salinan naskah asli, psl 2. 
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atau budidaya di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya 

berkembang. Sedangkan lainnya berada secara ex situ, yaitu berada diluar 

habitat alaminya misalnya di bank benih atau bank gen. 

 

2. Pemanfataan Sumber Daya Genetik 

Pemanfaatan keanekaragaman hayati telah dilakukan oleh 

masyarakat selama berabad-abad berdasarkan berbagai sistem pengetahuan 

yang telah berkembang. Misalnya masyarakat Indonesia telah 

menggunakan lebih dari 6.000 spesies tanaman berbunga (liar maupun yang 

dibudidayakan) untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, 

dan obat-obatan.44 Mereka mengetahui pola tanam tumpangsari untuk 

mengendalikan hama. Pengetahuan tradisional tentang keanekaragaman 

hayati tercermin dari pola pemanfaatan sumber daya hayati, pola pertanian 

tradisional serta pelestarian alam yang masih hidup pada banyak kelompok 

masyarakat di Indonesia. 

Dalam Protocol Nagoya disebutkan pemanfaatan SDG dilakukan 

dengan melakukan penelitian dan pengembangan pada genetic dan/atau 

komposisi biokimia sumber daya genetic, termasuk melalui penerapan 

bioteknologi.45 Dengan demikian, pemanfaatan SDG dapat meliputi 

pemanfaatan gen dalam pertanian modern sampai ke penggunaan enzim 

dalam industri, dan dari penggunaan molekul organic sampai pada desain 

obat barru yang berasal dari ektraksi tanaman obat.46  

Pada mulanya pemanfaatan dan pengelolaan SDG menggunakan 

pendekatan Common Heritage of Mankind (CHM). Pendekatan ini 

menekankan bahwa tidak adanya kedaulatan Negara tertentu atas suatu 

wilayah. CHM fokus pada “penggunaan sumber daya untuk kemaslahatan 

umat manusia, meladeni kepentingan common dari masyarakat dimana 

                                                 
44 Sugiono Moeljopawiro, Bioprospecting: Peluang, Potensi, dan Tantangan Balai Penelitian, 

Bioteknologi Tanaman Pangan, Bogor Buletin AgroBio 3(1):1-7 
45 Protokol Nagoya, Pasal 2 
46 Daniel M. Putterman, genetic Resources Utilization: Critical Issues in Conservation and 

Community Development 1996, http://www.worldwildlife.org/bsp/ben/whatsnew/biopros.html, 

akses tgl 26 Agustus 2008sloc.cit 

http://www.worldwildlife.org/bsp/ben/whatsnew/biopros.html
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saja.47 Kedaulatan nasional tidak ada di wilayah ini; tidak ada Negara 

ataupun kelompok Negara yang secara hukum memiliki bagian dari 

wilayah internasional ini.  

Namun kemudian konsep CHM ini ditentang terutama oleh Negara-

negara berkembang yang biasanya memiliki jumlah keanekaragaman hayati 

yang tinggi, yang berarti SDG yang banyak juga karena konsep ini rentan 

dijadikan dasar bagi Negara-negara maju dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tinggi untuk secara bebas mengakses SDG yang sebagian besar 

dimiliki oleh negara berkembang.  

Kemudian, konsep CHM ini digeser dengan konsep lain yang 

dikenal sebagai konsep intangible property atau kekayaan intelektual. 

Konsep kekayaan intelektual atas SDG sangat besar pengaruhnya bagi 

kesejahteraan masyarakat dan konservasi serta pengelolaan SDG.48 

Penerapan konsep kekayaan intelektual atas SDG memunculkan pro kontra 

antara negara berkembang dan negara maju, dimulai dari pemberian 

perlindungan bagi pemulia tanaman yang sebagian besar berasal dari 

Negara maju, lalu adanya kerugian bagi negara-negara berkembang yang 

minim perangkat teknologinya dibandingkan negara maju, sampai dengan 

dampak penerapan kekayaan intelektual bagi lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan. 

Konsep kekayaan intelektual ini pada prinsipnya bertujuan untuk 

memungkinkan individu-individu memanfaatkan produk-produk hasil 

intelektualita mereka dan hak ini diberikan sebagai imbalan atas kreativitas 

serta memacu inovasi dan invensi.49  

Namun seiring dengan semakin besarnya tuntutan akan aspek 

lingkungan dan keberlanjutan atas SDG tersebut, berkembang suatu 

pendekatan prinsip sovereign right. Prinsip ini muncul menjembatani seed 

                                                 
47 Carol R Buxton, Property in Outer Space : The Common Heritage of Mankind Principle Vs. The 

First in Time, First in Right” Rule of Property Law, Journal of Air Law and Commerce 69, 2004, 

hlm 692. 
48 Richard Barnes, Property Rights and Natural Resources, (Oregon: Hart Publishing, 2009), 

hlm.i. 
49 Cita Citrawinda, Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, 

Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, dalam kumpulan artikel oleh Lembaga 

Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, 2005, hl.18-19 
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war yang terjadi antara Negara Utara – Selatan dalam International 

Undertaking 1989. Konsep national sovereignity merefleksikan idealisme 

bahwa country of origin memiliki kepemilikan secara hukum atas SDG 

tanaman yang ditemukan di wilayahnya, dan karenanya dapat mengontrol 

pengambilan dan penggunaannya.  

Pada tahun 2001, 13 (tiga belas) negara termasuk Amerika Serikat 

menandatangani perjanjian yang disebut the International Treaty on Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). Secara implisit, 

ITPGRFA menyebtukan bahwa tujuan konvensi ini adalah pelestarian dan 

penggunaan berkelanjutan SDG tanaman untuk pangan dan pertanian dan 

pembagian keuntungan yang muncul dari pemanfaatan tersebut secara adil 

dan setara, harmoni dengan CBD.50  

Setidaknya diidentifikasi 3 (tiga) aspek terkait dengan pemanfaatan 

SDG yaitu:  

1. Aspek Ekonomis,  

2. Aspek Sosial (ketahanan pangan), dan  

3. Aspek Lingkungan 

Aspek ekonomis dalam pemanfaatan SDG berkaitan erat dengan 

bioprospecting. Bioprospecting dapat diartikan sebagai serangkaian 

kegiatan yang meliputi koleksi, penelitian, dan pemanfaatan sumber daya 

genetik dan biologi secara sistematis guna mendapatkan sumber-sumber 

baru senyawa kimia, gen, organisme, dan produk alamiah lain untuk tujuan 

ilmiah dan/atau komersial. Sesungguhnya bioprospecting sudah 

dilaksanakan sejak dimulainya sejarah pertanian. Manusia mulai melakukan 

pemilihan tumbuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (sandang, pangan, papan, dan obat-obatan), yang selanjutnya 

melalui proses seleksi dibudidayakan.  

Bioprospecting merupakan serangkaian proses kegiatan yang harus 

memperhitungkan hal-hal berikut:  

                                                 
50 Dalam Pasal 1 par.1 ITPGRFA disebutkan : 

The objectives of this Treaty are the conservation and sustainable use of plant genetic resources 

for food adagriculture ad the fair and equitable sharing of the benefits arising out of their use, in 

harmony with the Convention on Biological Diversity, for Sustainable agriculture and food 

security. 
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1. Keuntungan dalam bentuk pengembangan kemampuan dan transfer 

teknologi,  

2. Keuntungan finansial yang langsung dapat digunakan untuk konservasi, 

di samping royalti,  

3. Keterlibatan lembaga dan perorangan di tingkat nasional dan daerah,  

4. Pembentukan insentif industri, dan  

5. Merangsang daya tarik kegiatan industri.  

Selain itu, diperlukan pula dukungan kebijakan makro, penelitian 

biologi yang terpadu, pilihan transfer teknologi, dan pengembangan bisnis 

guna merancang program bioprospecting yang akan memberikan 

keuntungan jangka panjang untuk konservasi dan pembangunan nasional.51  

Aspek sosial atau kemanusiaan dalam pemanfaatan sumber daya 

genetik dikaitkan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan 

salah satu isu paling sentral dalam pembangunan pertanian dan 

pembangunan nasional. . Hal ini disebabkan oleh ketahanan pangan sangat 

terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas sosial, ketahanan nasional 

serta stabilitas ekonomi. Dalam konteks penyediaan pangan, diversifikasi 

adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi risiko 

produksi. Dengan kata lain, diversifikasi pangan dapat mendukung 

stabilitas ketahanan pangan sehingga dapat dipandang sebagai salah satu 

pilar pemantapan ketahanan pangan. Sumaryanto (2009) menyatakan 

bahwa kontribusi diversifikasi dalam peningkatan kapasitas produksi dapat 

dilakukan melalui: (1) peningkatan luas baku lahan dan sumber daya pesisir 

untuk memproduksi pangan, (2) perbaikan distribusi spasial sumber daya 

lahan dan air untuk memproduksi pangan, dan (3) peningkatan 

produktivitas air untuk pangan.  

Oleh karena itu, tersedianya variabilitas sumber daya genetik 

tanaman untuk pangan dan pertanian menjadi sangat penting. Kepentingan 

ini telah mendorong para peneliti khususnya pemulia tanaman untuk 

                                                 
51 Sittenfeld, A. and A. Lovejoy. 1996.Biodiversity prospecting frameworks: The INBio 

experience in Costa Rica. In McNeely and Guruswamy (Eds.). Their Seed Preserve: Strategies for 

Protecting Global Biodiversity. Duke University Press 
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merakit varietas baru tanaman dengan mutu yang lebih baik dan dengan 

nilai nyata yang lebih tinggi. Salah satu bentuk pengembangan sumber daya 

genetik tanaman dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, evaluasi, 

dokumentasi, dan selanjutnya pemanfaatan. Eksplorasi juga dilakukan 

dengan melakukan kerja sama global untuk dapat mengakses sumber daya 

genetik dari negara lain. 

Selain dua aspek tersebut diatas, aspek yang terakhir adalah terkait 

dengan upaya konservasi dan pelestarian SDG. Ada beberapa cara yang 

dapat diterapkan untuk melakukan konservasi genetik, (1) Konservasi ex-

situ, yang dikerjakan/dibangun di luar wilayah asal tanaman, meliputi 

kebun benih, kebun klon, bank klon, dan pertanaman uji provenans. 

Konservasi dengan cara ini sangat menguntungkan guna kepentingan 

pemuliaan dan program penghutanan kembali yang dikaitkan dengan 

peningkatan kualitas genetik; dan (2) Konservasi in-situ, yang 

dikerjakan/dibangun di wilayah tanaman berasal. Secara teoritis, konservasi 

in-situ lebih menguntungkankan sebab selain jenis tumbuhan yang akan 

dikonservasi, juga termasuk di dalamnya habitat atau ekosistem dimana 

tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang juga ikut dipertahankan. 

Keanekaragaman genetik sesungguhnya merupakan hal yang 

kompleks, heterogen dan dinamis; keanekaragaman tersebut terwujud oleh 

adanya interaksi antara lingkungan secara fisik, sistem biologis dan 

populasi, serta pengaruh manusia dan lingkungan sosial. Untuk melakukan 

konservasi diperlukan kebijakan yang tepat sehingga dapat menguntungkan 

semua pihak. 

Dalam KTT Puncak (Earth Summit) yang diselenggarakan pada 

tahun 1992 di Rio de Jeneiro, salah satu hasil KTT tersebut adalah 

Convention on Biological Diversity (CBD). Dalam konvensi CBD ini 

ditetapkan adanya mekanisme benefit sharing atas akses yang dilakukan 

pihak lain atas SDG disuatu Negara dengan berlandaskan mutually agreed 

term.52 Disamping itu, CBD juga mengakui peran masyarakat tradisional 

dalam melakukan konservasi dan pelestarian tersebut melalui pengetahuan, 

                                                 
52 Lihat Pasal 3 dan Pasal 15 CBD 
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inovasi dan praktek yang telah mereka lakukan selama ini; yang untuk itu 

masyarakat dimaksud berhak akan pembagian keuntungan atas SDG yang 

telah mereka lestarikan tersebut.53 

 

C. Politik Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Genetik 

Rujukan utama pengaturan SDG Indonesia, tentu saja konstitusi negara 

yaitu UUD 1945. Sebagai bagian dari sumber daya alam, maka ketentuan di 

dalam  Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjadi rujukan pengaturan SDG di 

Indonesia yang berbunyi: ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut maka pengelolaan 

sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam 

(natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan 

fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang 

komprehensif dan terpadu. 

Istilah sumber daya alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan di 

dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Huruf H 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Angka 4, yang menyatakan: 

”Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan 

lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi 

dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya 

diatur dengan undang-undang.” 

Selanjutnya Tap MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan SDA menegaskan kembali fungsi negara sebagai pengelola 

sumber daya alam. Ketetapan ini menugaskan DPR bersama sama dengan 

Presiden untuk membuat peraturan lebih lanjut mengenai prinsip pengelolaan 

sda yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sd agraria dan SDA; serta 

                                                 
53 lihat pasal 8 huruf (j) CBD 
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memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik 

untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan tetap 

memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan.54 

Selanjutnya, prinsip pengelolaan SDG ini diterjemahkan dalam tidak 

kurang dari 28 peraturan setingkat UU dan berbagai peraturan pelaksananya. 

Namun peraturan yang terkait dengan SDG ini masih bersifat sektoral.  

Sebelum meratifikasi United Nation Convention on Biological 

Diversity (UNCBD) melalui UU No. 5 Tahun 1994, Indonesia sudah 

menetapkan adanya hak berdaulat Negara Indonesia atas SDG yang berada di 

zona ekonomi eksklusif (ZEE) ada tahun 1983. Dalam Konsideran UU No 5 

Tahun 1983 tentang ZEEI menegaskan bahwa sumber daya hayati dan non 

hayati di ZEE adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia sesuai 

dengan wawasan nusantara. Dengan kedaulatan tersebut maka negara 

memiliki hak eksploitasi, ekslorasi, pengelolaan, pelestarian SDA (baik hayati 

maupun nonhayati termasuk juga SDG) di zona tersebut. 

Lalu kemudian pada tahun 1994, dengan semakin meningkatnya 

pemahaman mengenai kepemilikan SDG di tingkat Internasional, Indonesia 

kemudian meratifikasi UNCBD melalui UU No. 5 Tahun 1994. Di dalam 

UNCBD ini diatur beberapa poin penting terkait SDG diantaranya adalah: 

1. Pasal 3 menyebutkan bhawa setiap negara memiliki kedaulatan untuk 

mengekploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan 

pembangunan lingkungannya sendiri dan tanggung jawab untuk menjamin 

kegiatan kegiatan yang dilakukan didalam yurisdiknya tidak menimbulkan 

kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas 

yurisdiksi nasionalnya.  

2. adanya kewajiban negara anggota konvensi untuk tunduk pada peraturan 

uu nasional dgn menghormati dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-

inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan 

gaya hidup berciri tradisional (secara eksplisit mengakui kontribusi 

masyarakat asli dan setempat terhadap konservasi keanekaragaman hayati 

                                                 
54 lihat pasal 7 jo pasal 5 f g MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 

SDA 
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dan pasal ini juga menghendaki adanya pembagian keuntungan yang 

adil).55  

3. adanya akses untuk transfer teknologi dan bioteknologi antar negara 

anggota khususnya dari negara maju ke negara berkembang.  

4. bahwa penanganan biotkenologi dan pembagian keuntungan harus 

mempertimbangkan prosedur keselamatan hayati untuk mencegah dampak 

buruk penelitian dan pelepasan organisme bioteknologi. 

Selanjutnya dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

”Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. 

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin 

keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin 

kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. 

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin 

terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. 

menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan 

sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.” 

 

Terlihat jelas bahwa Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia secara 

konsisten menetapkan bahwa pengaturan dan perlindungan lingkungan hidup 

dalam rangka pengelolaan SDG diarahkan pada sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat antar generasi. 

Dibidang tanaman, khususnya pertanian konsistensi kehadiran 

pemerintah dalam hal ini negara juga nyatanya disebutkan dalam UU No. 12 

tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman yang merupakan peraturan 

rujukan di bidang pertanian. UU ini mengatur mengenai sistem pengembangan 

dan pemanfataan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan 

modal, teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna 

memenuhi kebutuhan manusia secara ebih baik. Tujuannya adalah untuk 

                                                 
55 Cita Citrawinda, kepentingan Negara berkembang terhadap ha katas indikasi geografis, SDG 

dan pengetahuan Tradisional, disampaikan dalam LOkakarya HKI yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Pengakjain Hukum INternasional Fakultas Hukum UI bekerjasama dengan Direktorat 

jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI pada 6 April 2005 hlm 8 
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meningkatkan dan memperluas penganekaragaman SDG, guna memenuhi 

kebutuhan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, mndorong 

perluasan pemerataan kesempatan berusaha. Menjadi tugas pemerintah 

selanjutnya dalam mengatur sstem budidaya tanaman tersebut termasuk juga 

menetapkan sistem perlindungan tanaman dengan tetap beroerientasi pada 

lingkungan hidup, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup selain  

juga menjamin keberagaman SDG. Oleh karena itu pengumpulan SDG, 

pengumpulan benih dari luar dan juga sertifikasi bagi benih unggul haruslah 

mendapatkan ijin dari pemerintah. 

Pengaturan mengenai benih unggul ini diatur lebih lanjut dalam PP No 

44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. Dalam Pasal 3 nya disebutkan 

bahwa SDG dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesarnya kemakmuran 

rakyat. Oleh karena itu segala kegiatan yang dapat mengancam plasma nutfah 

dilarang.56 Hasil dari pertanian yang berupa varietas hasil tanaman terdapat 

pula mekanisme perlindungannya yaitu melalui UU No 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Walaupun perlidungan melalui PVT 

ini lebih terlihat unsur komersialnya dibandingkan non komersialnya, namun 

UU PVT ini jelas melindungi SDG, dimana dalam Pasal 7 ayat (1) disebtukan 

bahwa penguasaan dan pengelolaan varietas lokal dilakukan oleh negara, oleh 

karena itu pemerintah wajib memberikan nama, mendaftarkan dan 

menggunakan varietas lokal dimaksud. 

Selain UU PVT, peraturan perundanganan yang berasal dari rezim 

HKI lainnya yang dekat dengan pemanfataan SDG adalah UU Paten yaitu UU 

Nomor 14 tahun 2001 tentag Paten. Paten menurut pasal 1 angka 1 adalah hak 

ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di 

bidang teknologi, yang untuk selam waktu tertentu melaksanakan sendiri 

invensinya ersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. Khusus untuk mahluk hidup (termasuk SDG) berdsarkan 

Pasal 7 huruf (d) dan (i), tidak dapat diberikan paten, kecuali jasad renik. 

                                                 
56 Istilah SDG dan plasma nutfah digunakan bergantian untuk menggambarkan substansi pembawa 

sifat keurunan. Substansi ini secara sempurna ada pada DNA. Penggunaan istilah SDG ada pada 

ketentuan CBD dan ITPGRFA. Sedangkan UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya 

tanaman mengguanakan istilah plasma nutfah. 
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Dalam penjelasan pasal 7 ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

makhluk hidup mencakup manusia, hewan atau tanaman sedangkan yang 

dimaksud dengan jasad renik adalah maklhluk hidup yang berukuran sangat 

kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan 

bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus dan bakteri. 

Selain itu, hal yang tidak dapat dilepaskan dari pertanian adalah bidang 

pangan. UU yang mengatur mengenai pangan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 

1996. Yang dimaksud dengan pagan adalah sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang dperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam 

proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. 

Tujuan diaturnya mengenai pangan ini adalah untuk pembinaan dan 

pengawasan demi tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, 

mutu dan gizi bagi  kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan 

pangan yang jujur dan bertanggungjawab dan terwujudnya tingkat kecukupan 

pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

Untuk mendukung ketahanan pangan, pada tahun 2006 Indonesia 

meratifikasi traktat internasional tentang SDG tanaman untuk pangan dan 

pertanian dengan UU No. 4 tahun 2006 tentang Pengsahan International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). 

Peraturan ini bertujuan untuk melestarikan SDG tanaman untuk pangan dan 

pertanian dengan mengatur pemanfaataanya secara berkelanjutan. Selain itu 

juga diatur pembagian keuntungan atas pemanfaatan ersebut secara adil dan 

erata, hal ini lejalan dengan Konvensi CBD dengan menggunakan pendekatan 

terintegrasi dalam mengeksploitasi, melestraikan dan memanfaatkan SDG 

tanaman untuk pangan dan pertanian.   

Ketentuan lain yang terikat dengan SDG adalah peraturan bidang 

kehutanan yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemduian 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 20014 

tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini 
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merujuk pada UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alama 

Hayati dan Ekosistemnya. Tumbuhan dan satwa liar erat kaitannya dengan 

ekosistem hutan, oleh karena itu peraturan-peraturan lain yang terkait dengan 

tumbuhan dan satwa liar juga mendukung perlindugannya. 

Selain tanaman, SDG lainnya yang tidak kalah penting adalah hewan. 

Hewan dalam konteks peternakan diatur dalam UU No. 6 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menetapkan bahwa 

hanya warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh 

modalnya dimiliki oleh warganegara Indonesia sajalah yang dapat 

menyelenggarakan perusahaan peternakan. Selanjutnya, mengenai ternak ini 

diatur dalam peraturan pemrintah No 16 Tahun 1977 tentang Usaha 

Peternakan dan peraturan teknis lain, diantaranya peraturan menteri pertanian 

nomor 35/permentan/ot.140/8/2006 tentang pedoman pelestarian dan 

pemanfaatan sdg ternak.  

Selain peternakan, SDG yang terkait hewan lainnya adalah perikanan. 

UU yang mengaturnya adalah UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. 

Menurut UU inipemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan 

secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta 

lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. UU ini 

selanjutnya dirubah dan dilengkapi dengan UU No 31 tahun 2004 tentang 

Perikanan. Dalam UU ini pengelolaan perikanan dalam wilayah engelolaan 

perikanan Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan 

berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan serta untuk 

kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus 

mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatika 

peran serta masyarakat. 

Besarnya manfaat keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan bangsa 

Indonesia dan adanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati telah menjadi 

salah satu fokus isu strategis dalam RPJMN 2015-2019 bidang pembangunan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah menyadari bahwa untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi namun tetap menjaga 

kelestarian SDA dan LH diperlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup 
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dan penggalian potensi baru dalam pemanfaatan ekonomi sumber daya alam 

dan lingkungan hidup. Potensi ekonomi kehati juga menjadi penjabaran dari 

salah satu agenda NAWACITA yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

 

D. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan 

terkait Sumber Daya Genetik 

1. Prinsip NKRI 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk 

negara yang menjadi ketetapan bangsa Indonesia sejak diproklamirkan dan 

diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 

1945, sebagai mana diatur pada Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, 

yaitu "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk 

Republik". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya NKRI 

merupakan satu-kesatuan yang utuh. 

Meskipun demikian, terdapat pula pengaturan Pasal 18 ayat (1) 

UUD NKRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten 

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-

undang". Frasa "...dibagi.." di atas mengandung pengertian bahwa dalam 

NKRI terdapat provinsi-provinsi, dan di tiap-tiap daerah provinsi terdapat 

pula daerah-daerah kabupaten atau kota yang merupakan daerah-daerah 

bagian dari provinsi tersebut. Oleh karena itu, terdapat konsep pembagian 

kekuasaan (division of powers) yang bersifat vertikal.57  

Sifat pembagian kekuasaan (division of powers) ini berimplikasi 

pada munculnya desentralisasi dan dekonsentrasi yang mana bertujuan 

untuk mencegah penerapan kekuasaaan yang bersifat terlalu terkonsentrasi 

dan sentralistis. Selain pemerintah pusat, terdapat pula pemerintah daerah. 

                                                 
57 Serdar Yilmaz, Yakup Beris, dan Rodrigo Serrano-Berthet, "Local Government Discretion and 

Accountability: A Diagnostic Framework for Local Governance", Local Governance & 

Accountability Series, Paper No. 113 / July 2008. 
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Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat 3 (tiga) pengertian desentralisasi, 

sebagai berikut:58 

1) Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, yaitu pelimpahan beban 

tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil 

pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan 

kewenangan untuk mengambil keputusan. 

2) Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan, yaitu 

penyerahan kekuasaaan untuk mengambil keputusan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi 

pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali 

pemerintah pusat. 

3) Desentralisasi dalam arti devolusi, yaitu penyerahan fungsi dan 

kewenangan yang mengakibatkan pemerintah daerah menjadi 

otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat. 

Keberadaan desentralisasi dan dekonsentrasi ini dapat 

menimbulkan dampak positif, antara lain mencegah penumpukan dan 

pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani dan rezim 

otoritarian; demokratisasi kegiatan pemerintahan; menciptakan 

pemerintahan yang efektif dan efisien; membuka peluang partisipasi 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; memelihara dan 

mendayagunakan keanekaragaman budaya; dan dapat membantu 

menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat dan efisien.59 

Namun di sisi lain keberadaanya dapat pula menimbulkan dampak 

negatif. Apabila konsep pembagian kekuasaan ini tidak diaplikasikan 

dengan tepat, maka akan timbul sejumlah permasalahan. Ancaman 

disintegrasi negara-bangsa, tumpang tindih kewenangan antara pusat-

daerah, dan menghambat pembangunan ekonomi, adalah beberapa 

permasalahan yang paling tidak akan muncul. 

                                                 
58 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, 28. 
59 Ibid, 30. 
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Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan sumber 

daya genetik (SDG), dalam konteks NKRI, maka dibutuhkan arah politik 

hukum yang dapat mengejawantahkan prinsip ini. Dengan kata lain, 

keutuhan NKRI menjadi dasar pijakan dalam menyusun kebijakan 

nasional perlindungan dan pengelolaan SDG.  

Prinsip NKRI dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan dan 

pengelolaan SDG yang terkoordinasi antara Pemerintah Nasional dan 

Pemerintah Daerah dan antar sektor di tiap tingkatan pemerintahan, 

sehingga dapat dibangun hubungan dan kerja sama yang saling 

mendukung, dengan menempatkan kepentingan kelestarian dan 

keberlanjutan fungsi sumber daya genetik di atas kepentingan sektoral, dan 

kepentingan nasional di atas kepentingan daerah dan individu. 

Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan SDG yang 

mencakup tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dan 

penegakan hukum sudah selayaknya dituangkan dalam aturan hukum dan 

mekanisme yang jelas dan terperinci agar dapat mencegah implikasi 

negatif yang dapat ditimbulkan yang notabene dapat mengancam keutuhan 

NKRI dan permasalahan lain yang berkelindan dengan ketidakcermatan 

dalam mengejawantahkan prinsip NKRI. 

2. Prinsip Penguasaan Oleh Negara  

Putusan Mahkamah konstitusi merupakan sebuah pemaknaan 

terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) sebagai konstitusi, wujud negara hukum maka setiap pengaturan 

yang mencerminkan politik hukum negara harus konsisten secara prinsipil 

ideologis yang ada pada konstitusi tersebut. 

Karakteristik tersebut menimbulkan implikasi bhawa putusan 

mahkamah konstitusi harus menunjukkan sebuah Ratio legal atau 

pemikiran hukum yang sangat kuat untuk menunjukkan alasan dalam 

setiap putusan yang dikeluarkannya. 

Memahami ratio legal  putusan Mahkamah konstitusi akan 

membantu arah politik pembangunan perundang-undangan kedepan, 
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sehingga para pembentuk undang-undang, masyarakat yang 

berkepentingan dapat dengan jelas memaknai arah konntitusi sebagai 

fundamental norm, negara ini dibangun dengan dasar pembangunan yang 

lebih Demokratis. Khusunya dama membahas mengenai pengelolaan 

sumberdaya alam (SDA), sumberdaya yang menjadi modal besar dan 

berimplikasi besar secara sosial dan kenegaraan. 

Paling tidak ada dua Putusan Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 

Ketenagalistrikan dan Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Pengujian 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

telah meletakkan kerangka konstitusional yang kongkret akan penguasaan 

negara atas SDA konstitusional. 

Menafsiran mendasar terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 

1945.  cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat 

hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung 

dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana 

dimaksud.  

Dalam putusan tersebut dipertimbangkan pula bahwa makna 

“dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya sebagai hak untuk 

mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam 

fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang-

Undang Dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, 

kewenangan negara untuk mengatur tetap ada pada negara, bahkan dalam 

negara yang menganut paham ekonomi liberal sekalipun. Oleh karena itu, 

dalam putusan tersebut Mahkamah Kontitusi telah merumuskan beberapa 

hal yaitu: Prinsip dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara harus 

diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang 

bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas 

segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh 

kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara 
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kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada 

negara untuk mengadakan 5 hal yaitu: 

a. Fungsi kebijakan (beleid).  

b. Fungsi pengurusan (bestuursdaad), dilakukan oleh Pemerintah 

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas 

perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).  

c. Fungsi pengaturan (regelendaad), Fungsi pengaturan oleh negara 

(regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR 

bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.  

d. Fungsi pengelolaan (beheersdaad), Fungsi pengelolaan (beheersdaad) 

dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (sha re-holding) 

dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, 

dalam hal ini Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas 

sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. dan  

e. Fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar 

besarnya kemakmuran rakyat. fungsi pengawasan oleh negara 

(toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara, dalam hal ini 

Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar 

pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan 

dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

seluruh rakyat.  

Kelima bentuk penguasaan negara yaitu fungsi kebijakan dan 

pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam 

posisi yang sama. Apabila Pemerintah hanya melakukan salah satu dari 

empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi 

mengatur, Padahal fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di 

negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945, maka  tidak dapat 

diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber 

daya alam karena penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 

1945.  
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Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 menghendaki 

bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi 

kemakmuran rakyat. Sehingga, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak 

dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” 

yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh 

landasannya yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam 

Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesarbesar kemakmuran rakyat”. Dengan adanya anak kalimat 

“dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-

besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam 

menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan 

satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat 

memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat 

mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh 

tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di 

satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, 

namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar 

kemakmuran atas sumber daya alam. 

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, kriteria 

konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan 

negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. Dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara 

tersebut, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus 

dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. peringkat dari bentuk penguasaan 

negara yaitu penguasaan negara peringkat pertama, dan yang paling 

penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas 

sumber daya alam dalam hal ini Migas. sehingga negara mendapatkan 
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keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Hal ini 

dilakukan Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, 

dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus 

memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya 

alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan 

keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang 

secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. 

Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk 

pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha 

Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber 

daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di 

luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi 

rakyat juga akan berkurang. 

Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan 

manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus 

memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya 

alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan 

keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang 

secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. 

Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk 

pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha 

Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber 

daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di 

luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi 

rakyat juga akan berkurang. 

Ratio legal tersebut di atas menjadi pedoman bagi pembentuk 

perundang-undangn bagaimana menafsirkan penguasaan negara terhadap 

pengelolaan sumber daya alam indonesia. 

3. Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945 yang menyatakan: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk 
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sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan landasan yuridis 

pengelolaan sumber daya alam Indonesia, termasuk sumber daya genetic. 

Frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan frasa utilitas atas 

frasa “penguasaan kekayaan alam” oleh negara. Kedua frasa ini 

merupakan frasa kausalitas dalam penyelenggaraan sumber daya alam 

Indonesia yang menjadi ukuran atau standar apakah suatu komoditas 

kekayaan alam telah sesuai Konstitusi atau tidak. 

Frasa sebesar-besar kemakmuran rakyat secara filosofis dapat 

dikaitkan dengan teori Jeremy Bentham dalam filsafat utilitarianisme. 

Pemikiran tentang utilitarisme ini lazim digunakan dalam menganalisis 

kemanfaatan melalui kacamata filsafat. Utilitarisme disebut pula suatu 

teleologis (dari kata Yunani telos = tujuan), sebab menurut teori ini 

kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan 

perbuatan.60 Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak 

menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.61 

Bentham bependapat: 62 

“Nature has placed mankind under the governance of two 

sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point 

out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. 

On the one hand the standard of right and wrong, on the other the 

chain of causes and effects, are fastened to their throne. They 

govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort 

we can make to throw off our subjection, will serve but to 

demonstrate and confirm it. In words a man may pretend to abjure 

their empire: but in reality he will remain. Subject to it all the 

while. The principle of utility recognizes this subjection, and 

assumes it for the foundation of that system, the object of which is 

to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. 

Systems which attempt to question it, deal in sounds instead of 

sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.” 

 

Dalam pemikiran utilitariasnime, tindakan yang harus dipilih ialah 

tindakan yang paling maksimal manfaatnya. Hal ini selaras dengan 

konsepsi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menekankan pada 

                                                 
60 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya : 21), (Yogyakarta: Kanisius, 

2000), hlm.67. 
61  K. Bertens, ibid, hlm.67. 
62 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 

(Kitchener: Batoche Books, 2000), hlm. 15. 
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‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Frasa ‘sebesar-besar’ memiliki arti 

maksimalisasi manfaat yang harus diperoleh oleh rakyat atas pengelolaan 

kekayaan alam Indonesia. Konsekuensi dari paradigm kemanfaatan 

tersebut maka norma yang dituangkan dalam setiap peraturan perundang-

undangan mengenai pengelolaan kekayaan alam harus menjamin adanya 

kemanfaatan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan 

menolak segala bentuk alokasi manfaat pada segelintir orang atau 

kelompok yang memonopoli manfaat hanya untuknya atau kelompoknya. 

Kemakmuran rakyat dalam dimensi utilitarianisme tersebut 

merujuk pada penggolongan rakyat sebagaimana digolongkan oleh Jimly 

Asshidiqie bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, rakyat 

dapat digolongkan dalam tiga kemungkinan: 63 

1. Rakyat sebagai individu atau bersifat individual (perorangan). 

Sebagai individu rakyat adalah otonom yang memiliki hak dan 

kewajiban yang dirinci dalam konstitusi suatu negara. 

2. Rakyat sebagai golongan-golongan atau kelas. Rakyat dalam 

paham kedaulatan, bukanlah rakyat sebagai individu-individu 

melainkan rakyat sebagai keseluruhan yang meliputi berbagai 

golongan-golongan dalam masyarakat. 

3. Rakyat yang mengabaikan dikotomi baik berdasarkan individual 

maupun golongan-golongan.  

 

  Pemikiran Bentham dalam pelaksanaan pengelolaan SDH sangat 

relevan digunakan sebagai landasan pemikiran filosofi dan teoritik. 

Pemikiran Bentham yang sangat mengedepankan suatu kemanfaatan dari 

suatu pengaturan (hukum) akan berkorelasi dengan tujuan bangsa 

Indonesia dalam aspek pengelolaan sumber daya alam sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menjadikan SDG digunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan SDG harus 

berdasarkan pada prinsip “the greatest happines of the greatest number”. 

Melalui penerapan the greatest happines of the greatest number” maka 

dapat dianalisis apakah politik hukum terkait SDH sudah mencerminkan 

jiwa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 atau belum.  

                                                 
63 Jimli Assidiqie, op.cit, hlm 63-64. 
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Kesenangan (kemanfaatan) atau happines yang dimaksud Bentham 

merupakan kemanfaatan yang terpositifkan dalam suatu peraturan (hukum) 

yang memiliki empat fungsi yaitu: “to provide subsistence; to produce 

abudance; to favour equality; and to maintain security”. Dari fungsi 

hukum menurut Bentham tersebut, apabila dikaitkan dengan pengelolaan 

SDG dapat memberikan “penghidupan”, “kesejahteraan”, “kesetaraan”, 

dan “keamanan”. Melalui fungsi hukum yang dikemukakan oleh Bentham 

akan dilihat apakah pengelolaan SDG secara umum dapat memberikan 

mata pencarian (penghidupan), kesetaraan64, kemakmuran, dan keamanan. 

Secara aplikatif, penetapan kekayaan alam untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat dapat diilustrasikan dalam skema berikut ini: 

Skema Relasi Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ahmad Redi, Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber 

Daya Alam”, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Vol.13, No.2 

Edisi Juni 2015. 

 

Dengan demikian, SDG sebagai sumber daya alam/kekayaan alam 

Indonesia dalam penguasaan oleh negara harus memberikan kemakmuran 

rakyat yang secara sederhana dapat dikongkretnya antara lain dalam 

pemerataan pembangunan nasional, peningkatan pendapatan rakyat, 

penyerapamn tenaga kerja, adanya akses pendidikan dan kesehatan yang 

                                                 
64 Kesetaraan atau kesamaan dalam konsepsi pemikiran Bentham bukanlah kesamaan 

kondisi, melainkan kesamaan dalam mengejar kebahagiaan yang juga sekilas sama dengan prinsip 

keadilan (justice) yang dituding oleh banyak pihak sebagai kelemahan dari utilitariasnime. (lihat 

Shidarta, utilitarianisme, hlm. 39). 

SUMBER DAYA ALAM 
(BUMI, AIR, DAN KEKAYAAN ALAM 

YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA) 

DIKUASAI NEGARA 
(KEBIJAKAN, PENGURUSAN, 

PENGATURAN, PENGELOLAAN, 

PENGAWASAN) 

KEMAKMURAN RAKYAT 
(KETAHANAN ENERGI, KETAHANAN PANGAN, 

PEMERATAAN PEMBANGUNAN, AKSES 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, PENGELOLAAN 

DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 

PENYERAPAN TENAGA KERJA, DLL) 
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terjangkau. Akhirnya, SDG untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat 

terwujud. 

4. Prinsip Keberlanjutan 

Prinsip keberlanjutan adalah komitmen negara dalam mengatur dan 

menggunakan kewenangannya terhadap Sumber Daya Genetika untuk 

generasi yang akan datang dan dilakukan secara konsisten dan 

berkesinambungan, seluruhnya tercermin dari mulai tahap perencanaan, 

pemanfaatan hingga tahap pengawasan dan penegakkan hukum. 

Komitmen tersebut dapat terlihat dari adanya aturan yang jelas, 

rinci, dan selaras yang menjamin pola perencanaan yang terkoordinasi, 

mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung, pengendalian 

produksi, kehati-hatian, keseimbangan, perlindungan keanekaragaman, 

dan mengedepankan kepentingan umum. Termasuk juga adanya aturan 

yang jelas mengenai pertanggungjawaban pelaku untuk memulihkan 

dampak dan/atau memberikan kompensasi atas kerugian serta kerusakan 

yang mungkin ditimbulkan. Seluruhnya dilakukan dengan bersandar pada 

nilai-nilai pro ekologis, terukur serta memperhatikan nilai sosial maupun 

nilai budaya. Untuk mengefektifkan semua itu maka diperlukan batasan 

serta pembagian yang jelas mengenai kewenangan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam berbagi peraturan perundang-undangan. 

 

5. Prinsip Keadilan 

Pada dasarnya prinsip keadilan ini mendasarkan pada pembagian 

keuntungan bagi negara atau masyarakat asal dari sumber daya genetik 

dan  kelangsungan sumber daya genetik tersebut bagi generasi yang akan 

datang. Pengaturan mengenai akses dan pemanfaatan sumber daya genetik 

harus sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang terdapat 

dalam Pancasila. Terkait dengan hal ini maka dalam pemanfaatan sumber 

daya genetik Indonesia, rakyat Indonenesia berhak untuk mendapatkan 

pembagian keuntungan yang adil. Selain itu pengaturan mengenai sumber 

daya genetik ini juga harus “adil” tidak hanya untuk generasi saat ini, 
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tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karenanya 

pemanfaatannya harus juga didukung dengan pelestariannya. 

Konsep keadilan ini merupakan salah satu tujuan dari UN 

Convention on Biological Diversity dan FAO International Treaty on 

Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Sejak tahun 1992, 

sebanyak 191 negara penandatangan CBD telah berkomitmen pada “the 

fair and equitable sharing“ atas manfaat yang berasal dari penggunaan 

sumber daya genetik. Tujuan ini juga sejalan dengan tujuan lainnya dari 

CBD yaitu konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari 

keanekaragaman hayati.65  

Tujuan dari pembagian keuntungan adalah untuk memastikan 

bahwa negara (masyarakat) yang memberikan akses ke sumber daya 

genetik mereka harus mendapatkan bagian dari manfaat yang dihasilkan 

oleh pengguna dari sumber daya genetik tersebut. Namun demikian apa 

yang dimaksud dengan “fair and equitable” terkait dengan pembagian 

keuntungan masih tidak jelas. Tidak ada satu pun perjanjian internasional 

yang memberikan penjelasan.66 

Ada enam pendekatan yang digunakan untuk memahami 

pembagian keuntungan sebagai dasar refleksi filosofis terkait dengan 

prinsip keadilan. Keenam pendekatan tersebut adalah: 

1. Ketidakseimbangan dalam hal alokasi dan eksploitasi sumber daya 

antara Selatan dan Utara; 

2. Biopiracy dan ketidakseimbangan dalam hak kekayaan intelektual; 

3. Perlindungan identitas budaya dari masyarakat tradisional; 

4. Kepentingan yang sama dalam ketahanan pangan; 

5. Kebutuhan untuk melestarikan keanekaragaman hayati; 

6. Ketidakseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan 

kepentingan publik.67 

                                                 
65 Bram De Jonge, What is Fair and Equitable Benefit Sharing?. Journal Agriculture Environment 

Ethics (2011) 24: 127-146, hal. 127. 
66 Ibid. 
67 Ibid., hal. 128-129. 
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Prinsip keadilan pada dasarnya menuntut adanya perlakuan yang 

adil atau penghargaan yang sesuai (fair treatment or due reward).68 Ada 

dua prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk menjustifikasi 

pengaturan dan perlindungan terhadap sumber daya genetik dikaitkan 

dengan prinsip pembagian keuntungan yaitu Keadilan Komutatif 

(Commutative Justice atau Justice in exchange) yaitu keadilan atau 

persamaan dalam bertransaksi dan Keadilan Distributif (Distributive 

Justice) yaitu berkaitan dengan pembagian sumber daya, kelangkaan 

sumber daya di antara mereka yang berhak. 

a. Justice in Exchange 

Pendekatan pertama untuk pembagian keuntungan didasarkan 

adanya ketidakseimbangan dalam alokasi dan eksploitasi sumber daya 

genetik antara negara maju dan negara berkembang. Dunia ini kaya akan 

keanekaragaman hayati, yang sangat bermanfaat bagi semua manusia di 

bumi ini. Akan tetapi beberapa bagian dari dunia ini kaya akan sumber 

daya genetik dibandingkan yang lainnya. Negara berkembang kaya akan 

keanekaragaman hayati, sedangkan negara maju miskin akan 

keanekaragaman hayati. Akan tetapi negara yang miskin akan sumber 

daya hayati tersebut memiliki kapasitas dalam berinvestasi misalnya dalam 

industri bioteknologi  dan karenanya akan memperoleh keuntungan dari 

kegiatan mengeksploitasi keanekaragaman hayati dunia. Hal ini-lah yang 

menyebabkan ketidakseimbangan yang akhirnya memotivasi untuk 

mendapatkan pembagian keuntungan.69  

 Sebelum adaya CBD, sumber daya genetik tumbuhan dianggap 

sebagai “common heritage of mankind”, yaitu common good yang bebas 

untuk diakses oleh siapapun. Sebagai respon terhadap meningkatnya 

tuntutan untuk mendapatkan pembagian keuntungan terutama dari negara 

berkembang yang sebenarnya kaya akan sumber daya genetika tersebut, 

maka CBD mendeklarasikan bahwa negara mempunyai kedaulatan atas 

                                                 
68 Doris Schroeder dan Balakrishna Pisupati, Ethics, Justice and the Convention on Biological 

Diversity, (United Nations Environment Program dan University of Central Lancashire, 2010), hal. 

13. 
69 Bram De Jonge, What is Fair and Equitable Benefit Sharing?., hal. 129 
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sumber daya genetik mereka dan inilah model pertama untuk akses dan 

pembagian keuntungan. Model berbentuk pemberian kompensasi ini 

mengharuskan negara berkembang diberikan kompensasi karena telah 

memberikan kontribusi yaitu sumber daya genetika mereka. Oleh karena 

itu pembagian keuntungan yang adil berupa kompensasi yang wajar, 

dimana satu pihak memberi sesuatu dan pihak lainnya menerima sesuatu. 

Prinsip ini sesuai dengan prinsip keadilan dari Aritoteles yaitu keadilan 

komunitatif atau justice in exchange (keadilan tukar).70 

 Keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-

pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar apabila 

seseorang memberi sesuatu dan sebagai balasannya akan menerima yang 

sesuai. Suatu interaksi dikatakan adil jika semua pihak yang terlibat dalam 

pertukaran menerima pengembalian yang wajar atas kontribusi mereka.71  

 Namun demikian semua pertukaran tersebut harus dilakukan 

dengan sukarela. Jika sesuatu diambil dari satu pihak yang tidak mereka 

kehendaki, tetap saja transaksi tersebut tidak dianggap etis, meskipun telah 

memberikan kompensasi yang wajar. Oleh karena itu konsep “informed 

consent” dalam konteks CBD adalah bagian dari pendekatan terhadap 

prinsip keadilan.72 

 Keadilan komutatif merujuk pada kompensasi yang wajar dan 

fokus pada transaksi yang seimbang antara para pihak. Dalam konteks 

pemanfaatan sumber daya genetik maka para pihak yang terlibat dalam 

transaksi adalah penyedia dan pengguna sumber daya genetik.73 

 Pendekatan kedua yaitu biopiracy dan ketidakseimbangan dalam 

perlindungan HKI. Biopiracy adalah apropriasi dari pengetahuan dan 

sumber daya genetik atas tanaman dan milik masyarakat adat oleh 

seseorang atau institusi yang berusaha mendapatkan hak eksklusif untuk 

memonopoli (paten, atau HKI lainnya) atas pengetahuan dan sumber daya 

tersebut. Pada prakteknya HKI tidak dapat melindungi sumber daya 

                                                 
70 Ibid. 
71 Doris Schroeder dan Balakrishna Pisupati, Ethics, Justice and the Convention on Biological 

Diversity, hal. 13. 
72 Ibid. 
73 Ibid 
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genetik dari tanaman. Oleh karenanya petani dan masyarakat tradisional 

tidak dapat melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik 

mereka dengan sistem perlindungan HKI.74  

Namun demikian di sisi lain, pengguna sumber daya genetik dapat 

menggunakan sumber daya genetik tersebut sebagai bagian dari invensi 

yang dihasilkan, dan kemudian mendapatkan perlindungan paten. Akan 

tetapi dalam mendaftarkan invensinya tersebut, inventor tidak 

mengungkapkan daerah asal sumber daya genetik yang dipergunakan. 

Oleh karenanya sistem akses dan pembagian keuntungan masih dianggap 

tidak adil.75  

Untuk mengatasi permasalah tersebut perlu adanya aturan 

mengenai “disclosure measure” dalm pendaftaran paten. Aturan ini 

mengharuskan setiap pendaftaran paten mengungkapkan asal dan sumber 

dari sumber daya genetik yang digunakan.  

b. Keadilan Distributif 

Peraturan yang mengharuskan pengguna sumber daya genetik 

untuk mengungkapkan asal dari sumber daya genetik memang bermanfaat 

untuk memberikan justifikasi adanya pembagian keuntungan. Namun 

demikian aturan ini sangat bergantung pada pihak pengguna. Pembagian 

keuntungan hanya jika terjadi pemanfaatan dari sumber daya genetik 

tersebut yang didasarkan adanya transaksi. Permasalahan timbul ketika 

tidak adanya transaksi di antara para pihak, siapa yang berhak 

mendapatkan pembagian keuntungan, dan bagaimana sebaiknya 

pembagian keuntungan dilaksanakan agar adil. Prinsip keadilan distributif 

dalam hal ini lebih dapat diterapkan.76 

Keadilan distributif ini terkait dengan keterbatasan atau kelangkaan 

sumber daya. Keadilan distributif juga mencakup justifikasi bagi 

pemerintah untuk memiliki sumber daya genetik. Menurut Thomas 

Aquinas, perlindungan terhadap manusia hal yang terpenting, dan hak 

untuk hidup adalah bagian dari hukum alam. Bagian lain dari hukum alam 

                                                 
74 Bram De Jonge, What is Fair and Equitable Benefit Sharing?., hal. 131 
75 Ibid. 
76 Ibid., hal. 132 
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adalah hak milik perdata. Menurut Aquinas, manusia berhak untuk 

memilik properti. Ada dua alasan terhadap hal ini. Pertama manusia akan 

lebih berhati-hati terhadap properti yang bukan merupakan milik umum, 

dan akan menjaganya kelestariannya. Kedua, akan lebih mudah jika setiap 

orang menjaga suatu bagian dari keseluruhan yang ada, dibandingkan 

membebankan semua orang untuk menjaga semua bagian.77 

Namun bagaimana jika hak untuk hidup bertabrakan dengan hak 

atas kepemilikan properti. Misalnya jika beberapa orang memilik lebih 

dari yang dibutuhkan, sedangkan yang lainnya kelaparan. Menurut 

Aquinas, hak untuk hidup mengalahkan hak atas kepemilikan atas properti. 

Akan tertapi hak ada kebendaan hanya sah sepanjang tidak menghalangi 

hak atas hidup. Oleh karena itu meskipun Aquinas mengakui adanya hak 

kebendaan, tetapi ia juga mendukung penguasaan hak kebendaan orang 

lain tanpa persetujuan yang memiliki, dalam hal adanya bahaya terhadap 

kehidupan.78 

Pemikiran ini juga sejalan dengan pemikiran John Locke, yang 

melarang penguasaan yang berlebihan dari apa yang ada di dunia, karena 

harus juga menyisakan dengan jumlah yang cukup dan baik. Tidak ada 

seorangpun yang berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang 

akan menbahayakan kelangsungan kehidupan dan kebutuhan orang lain, 

yang juga bergantung pada sumber daya alam tersebut.79 

Pemikiran kedua filsuf tersebut menjadi dasar dari prinsip 

keadailan distributif. Pertama, kepemilikan secara perdata dimungkinkan. 

Kedua, kepemilikan secara perdata tersebut tidak boleh mengganggu 

misalnya kepentingan yang miskin. Hak untuk hidup mengalahkan hak 

milik, dan seseorang tidak boleh memiliki kebendaan yang merampas hak 

atas hidup orang lain. Oleh karena itu menurut Locke, ada kewajiban 

untuk menjaga kelestarian sumber daya di bumi ini untuk generasi yang 

                                                 
77 Doris Schroeder dan Balakrishna Pisupati, Ethics, Justice and the Convention on Biological 

Diversity, hal. 15. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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akan datang. Keadilan distributif yang intergenerasi mengharuskan kita 

tidak boleh menghabiskan isi dunia ini untuk generasi yang akan datang.80  

Atas dasar pemikiran tersebut, prinsip keadilan distributif mencoba 

menjawab siapa yang berhak, apa, dan dari siapa. Jawabannya tidak 

sesederhana pada siapa yang secara legal hidup di suatu negara (siapa), 

yang berhak mendapatkan pendapatan tambahan untuk dapat memenuhi 

kebutuhannya (apa) dan dari negara (dari siapa). Dalam perkembangannya 

sekarang ini, tidak hanya negara yang berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan pokok warna negaranya, tetapi ada kewajiban dari semua 

negara dan semua penduduk di dunia untuk memenuhi kebutuhan pokok 

mereka yang memerlukan. Inilah yang disebut keadilan distributif 

internasional yang menuntut agar kita meninggalkan yang cukup bagi 

kebutuhan generasi yang mendatang.81 

Dalam konteks perlindungan atas sumber daya genetik, keadilan 

distributif internasional tidak semata-mata persoalan pembagaian 

keuntungan. Bentuk lainnya dapat berupa bantuan finansial, transfer 

teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dari negara 

asal sumber daya genetik.82 

 

 

                                                 
80 Ibid., hal. 16 
81 Ibid. 
82 Ibid., hal. 17. 
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BAB IV 

PERMASALAHAN SUMBER DAYA GENETIK 

 

Dalam kajian ini berdasarkan hasil diskusi dan penelahaan secara konseptual, 

secara umum terdapat beberapa permasalahan dalam sumber daya genetik. 

Permasalahan tersebut terbagi atas: (1) permasalahan hukum; (2) permasalahan 

implementasi; dan (3) permasalahan kapasitas sumber daya manusia dan 

kelembagaan.  

A. Permasalahan Hukum 

Sebagai analisis dan evaluasi di bidang hukum, tentu aspek normatif 

atau yuridis menjadi aspek utama dalam analisis dan evaluasi hukum. Sebelum di 

bab selanjutnya yang menkhususnya pembahasan di bidang analisis dan evaluasi, 

pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa permasalahan potensial yang 

terdapat dalam aspek yuridis di bidang sumber daya genetik, baik genetik hewan, 

genetik tanaman, maupun genetik mikroba. 

Permasalahan hukum difokuskan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek law 

making process yang bentuk jadinya berupa norma-norma hukum dan aspek law 

enforcement. Kedua aspek ini sangat berperan untuk memastikan apakah sumber 

daya genetik hewan sudah benar dalam proses pembentukannya dan proses 

penegakkan hukumnya.   

1. Permasalahan Norma Hukum 

a. Konflik Norma 

Konflik norma atau configere diartikan sebagai tindakan ”saling 

memukul”. Konflik norma atau perselisihan norma dpaat terjadi dalam 2 

(dua) aspe, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal 

merujuk pada perselihan norma di dalam satu peraturan perundang-

undangan, sedangkan konflik eksternal merujuk pada perselisihan norma 

antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan 

perundang-undangan yang lain. 

Konflik norma internal terjadi dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), khususnya 

mengenai pembagian kewenangan di tingkat kabupaten/kota. 
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Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU Pemda, bahwa 

berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta 

kepentingan strategis nasional, kriteria urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:  

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam 

Daerah/kabupaten/kota;  

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam 

Daerah/kabupaten/kota;  

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau  

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber   dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.  

Namun, antara ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU Pemda dengan 

Lampiran UU Pemda, terdapat banyak pembagian urusan yang tidak 

sesuai atau mengandung konflik norma internal dengan Pasal 13 ayat (3). 

Untuk kewenangan sumber daya genetik memang tidak terdapat konflik 

norma, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: 

 

 

 

Berbeda dengan kewenangan lain, misalnya di bidang pertambangan 

mineral dan batubara yang pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki 

kewenangan apapun di bidang penyelenggaraan pertambangan mineral 

dan batubara. Padahal, apabila menggunakan pendekatan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU Pemda bahwa kewenangan didasarkan 

pasa kriteria lokasi, penggunanya, manfaat dan dampak, serta efisiensi 
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penggunaan sumber dayanya, maka dapat dipastikan bahwa pemerintah 

kabupaten/kota memiliki kewenangan atas mineral dan batubara karena 

banyak jenis mineral dan batubara yang lokasi, pengguna, manfaat dan 

dampak, serta efisiensi penggunaannya lebih sesuai dengan 

penyelenggaraan oleh kabupaten/kota daripada pemerintah provinsi atau 

pemerintah pusat. 

Selanjutnya, konflik norma eksternal terjadi apabila satu 

pertauran perundang-undangan berselisih dengan peraturan perundang-

undangan lainnya, misalnya antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  tentang  Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Terdapat permasalahan norma atas eksistensi mengenai ikan dalan kedua 

reim undang-undang tersebut.  

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ikan 

merupakan satwa yang berada dalam kawasan hutan konservasi yang 

perlakuannya tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang 

dilaksanakan oleh otoritas yang menyelenggarakan urusan di bidang 

kehutanan. Perlakuan tersebut terkait dengan kewenangan konservasi dan 

pemanfaatan. Namun, di sisi lain dalam rezim undang-undang tentang 

perikanan, ikan dimanapun lokasi beradanya merupakan kewenangan 

dari otoritas yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan 

perikanan. Sebagai contoh dalam Pasal 7 huruf p Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 diatur bahwa dalam rangka mendukung kebijakan 

pengelolaan sumber daya ikan, Menteri Keluatan dan Perikanan 

menetapkan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta 

lingkungannya. Dalam Penjelasan  Pasal 7 huruf p Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: 

”Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan 

rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan 

lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi 
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hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan 

tempat berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan 

kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan 

jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan 

dasar perairan”. 

 

Dalam rezim kehutanan, reboisasi hutan merupakan 

kewenangan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang 

kehutanan, namun dalam Pasal 7 huruf p kewenangan itu juga dilakukan 

oleh instansi di bidang perikanan. Lain lagi dengan pengaturan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang mendefisikan ikan sebagai satwa sehingga 

tunduk pada rezim satwa liar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanaannya. 

b. Konstestasi Norma 

Kontestasi secara bahasa diadopsi dari kata ”Contestation” 

dalam bahasa Inggris. Kontestasi dalam kajian ini merujuk pada suatu 

tindakan saling berkompetisinya beberapa hal dalam suatu lapangan yang 

sama. Terkait kontestasi norma maka hal ini merujuk pada adanya 

beberapa norma yang saling berkompetisi dalam mengatur sesuatu yang 

sama. 

Kontestasi norma ini misalnya terkait mengenai jenis zonasi antara 

rezim kehutanan dan rezim pesisir, yaitumengenai norma kawasan 

koservasi. Pengertian kawasan konservasi dalam peraturan perundang-

undangan memiliki ragam definisi. Kawasan konservasi di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau 

kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.83 

Selanjutnya, kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009, antara lain, adalah terumbu karang, padang 

                                                 
83 Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 
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lamun, bakau, rawa, danau, sungai, dan embung yang dianggap penting 

untuk dilakukan konservasi.  

Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan 

konservasi, antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional 

perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.84 Kawasan 

konservasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang 

mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem diselenggarakan 

untuk melindungi:85 sumber daya ikan; tempat persinggahan dan/atau 

alur migrasi biota laut lain; wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti 

sasi, mane’e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; 

dan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan. 

Lain pula dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1990 tentang Konservasi Sumbver Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan 

sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara 

bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.86 

Kawasan konservasi dalam kawasan hutan terdiri atas: kawasan 

pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam terdiri 

atas cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan kawasan pelestarian 

alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 

alam.  

Atas keragaman definisi tersebut, International Union for 

Coservation of Nature (IUCN) mendefinisikan kawasan konservasi 

sebagai: “Suatu ruang yang dibatasi secara geografis dengan jelas, diakui, 

diabdikan dan dikelola, menurut aspek hukum maupun aspek lain yang 

efektif, untuk mencapai tujuan pelestarian alam jangka panjang, lengkap 

dengan fungsi-fungsi ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait.”  

IUCN membedakan aneka macam kawasan konservasi ke dalam 

enam kategori, yakni:  

                                                 
84 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. 
85 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 
86 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 
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a. Kategori Ia - Strict Nature Reserve 

Yakni suatu wilayah daratan atau lautan yang dilindungi karena 

memiliki keistimewaan atau merupakan perwakilan ekosistem, 

kondisi geologis atau fisiologis, dan/atau spesies tertentu, yang 

penting bagi ilmu pengetahuan atau pemantauan lingkungan.  

b. Kategori Ib - Wilderness Area 

Wilayah daratan atau lautan yang masih liar atau hanya sedikit 

diubah, yang masih memiliki atau mempertahankan karakter dan 

pengaruh alaminya, tanpa adanya hunian yang permanen atau 

signifikan dilindungi dan dikelola untuk mempertahankan 

kondisi alaminya.  

c. Kategori II - National Park 

Wilayah daratan dan lautan yang masih alami, yang ditunjuk 

untuk (i) melindungi integritas ekologis dari satu atau beberapa 

ekosistem di dalamnya, untuk kepentingan sekarang dan 

generasi mendatang; (ii) menghindarkan/mengeluarkan 

kegiatan-kegiatan eksploitasi atau okupasi yang bertentangan 

dengan tujuan-tujuan pelestarian kawasan; (iii) menyediakan 

landasan bagi kepentingan-kepentingan spiritual, 

ilmiah,pendidikan, wisata dan lain-lain, yang semuanya harus 

selaras secara lingkungan dan budaya.  

d. Kategori III - Natural Monument 

Wilayah yang memiliki satu atau lebih, kekhasan atau 

keistimewaan alam  atau budaya yang merupakan nilai yang 

unik atau luar biasa yang disebabkan oleh sifat kelangkaan, 

keperwakilan, atau kualitas estetika atau nilai penting budaya 

yang dipunyainya.  

e. Kategori IV - Habitat/Species Management Area 

 Wilayah daratan atau lautan yang diintervensi atau dikelola 

secara aktif untuk memelihara fungsi-fungsi habitat atau untuk 

memenuhi kebutuhan spesies tertentu.  

f. Kategori V - Protected Landscape/Seascape 
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Wilayah daratan atau lautan, dengan kawasan pesisir di 

dalamnya, dimana interaksi masyarakat dengan lingkungan 

alaminya selama bertahun-tahun telah membentuk wilayah 

dengan karakter yang khas, yang memiliki nilai-nilai estetika, 

ekologis, atau budaya yang signifikan, kerap dengan 

keanekaragaman hayatiyang tinggi. Menjaga integritas 

hubungan timbal balik yang tradisional ini bersifat vital bagi 

perlindungan, pemeliharaan, dan evolusi wilayah termaksud. 

g. Kategori VI - Protected area with sustainable use of natural 

resources  

Kategori VI melestarikan kawasan lindung ekosistem dan 

habitat, bersama dengan nilai-nilai budaya terkait dan sistem 

pengelolaan sumber daya alam tradisional. Kawasan ini 

umumnya besar, dengan sebagian besar daerah tersebut dalam 

kondisi alami, di mana proporsi yang berada di bawah 

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan industri 

yang rendah dalam menggunakan sumberdaya alam, kegiatan 

produksi yang sejalan dengan konservasi alam dipandang 

sebagai salah satu tujuan utama dari kawasan ini.  

Kategori tersebut menimbulkan persoalan, yaitu: 

a. Kategori tersebut belum sesuai dengan kategori yang ada 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 

b. Terdapat kategori-kategori lain yang berbeda dalam 

peraturan perundang-undangan lain, misal Undang-Undang 

Perikanan, Undang-Undang Pesisir; 

c. Kategori tersebut bukanlah kategori yang ada dalam ketegori 

sesuai tata ruang wilayah nasional sehingga tidak dapat 

dimasukkan dalam klaster tata ruang wilayah nasional. 

Selain hal tersebut di atas, saat ini kawasan konservasi yang ada 

dalam kawasan hutan mulai digunakan untuk kegiatan di luar fungsinya 

sebagai kawasan konservasi. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan 

pengusahaan panas bumi yang dapat merusak lingkungan kawasan 
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konservasi. Hal ini terkait pula dengan kepentingan energi yang 

diperlukan dengan keberadaan pengusahaan panas bumi tersebut. Belum 

lagi masalah benturan penetapan kawasan konservasi di ekosistem karst 

yang saat ini banyak digunakan untuk pertambangan gamping. Belum 

lagi permasalahan penetapan lahan gambut sebagai kawasan ekosistem 

yang saat ini masih menjadi persoalan teknis dan hukum. 

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan 

konservasi terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain 

sesuai dengan peruntukan kawasan. Masalah lain selain perbedaan jenis 

zonasi kawasan konservasi, yaitu dalam wilayah pesisir dimugkinkan 

ditetapkan sebagai kawasan hutan, misalnya kawasan hutan mangrove. 

Artinya atas wilayah pesisir, sesungguhnya terdapat 2 (dua) bentuk 

pengaturan yaitu rezim kehutanan dan rezim pesisir yang saling 

berkontestasi (norma). 

Sebagai ilustrasi, di bawah ini terdapat peta kawasan hutan 

mangrove yang ada di wilayah pesisir: 
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c. Distorsi Norma 

Distorsi norma merujuk pada adanya subtansi norma yang 

menyimpang sehingga membuat norma lain menjadi hancur. Norma 

hukum yang memiliki potensi mendistorsi norma hukum lainnya, yatu 

terdapat dalam Pasal 407 UU Pemda yang mengatur: ”Pada saat Undang-

Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 407 tersebut maka semua norma 

hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan terkait 

penyelenggaraan pemerintah daerah harus disesuaikan dan didasarkan 

pada UU Pemda. Dalam Lampiran UU Pemda mengenai pembagian 

urusan di bidang kelautan dan perikanan, sub-urusan kelautan, pesisir, 

dan, diatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan: 

a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak 

dan gas bumi. 

b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di 

luar minyak dan gas bumi. 

c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota, kewenangan 

tersebut tidak diberikan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

diatur bahwa 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-

3-K) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kabupaten/kota mencakup wilayah 

perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3 (sepertiga) 

wilayah perairan kewenangan provinsi. Pemerincian perencanaan pada 
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tiap-tiap zona, dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan disesuaikan 

dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

Artinya Pasal 407 UU Pemda telah mendistorsi pengaturan 

dalam Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

termasuk rencana zonasi dalam rangka konservasi sumber daya pesisir 

oleh pemerintah kabupaten/kota. 

d. Kekosongan Hukum 

Kekosongan hukum atau kekosongan pengaturan merujuk pada 

ketiadaan norma hukum yang mengatur mengenai suatu objek yang 

seharusnya diatur. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan di 

sektor sumber daya genetik hanya mengatur mengenai sumber daya 

genetik yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah pesisir. Lalu 

bagaimana dengan pengaturan mengenai koservasi sumber daya genetik 

yang berada di luar kawasan hutan dan wilayah pesisir yang secara teknik 

berada di manapun, bahkan di halaman-halaman rumah. 

Selain itu, pengaturan sumber daya genetik hanya merujuk pada 

pengaturan terkait hewan dan tanaman semata. Lalu bagaimana dengan 

sumber daya genetik berupa mikroba. Peraturan perundang-undangan 

Indonesia tidak mengaturnya, sehingga terhadap hal ini, terjadi 

kekosongan hukum.  

Begitu pula dengan rezim hak atas kekayaan intelektual, transfer 

sumber daya genetik, pemanfaatan spesimen jenis seperti pertukaran, 

peragaan, perdagangan, spesimen dilindungi yang pada saat 

didapatkan/dimiliki belum dilindungi, instrumen ekonomi dalam 

pemenfaatan sumber daya geneti, dan kerja sama pemanfaatan sumber 

daya genetik, sampai saat ini masih belum lengkap pengaturannya. Hal 

ini berdampak pada timbulnya potensi kerugian atas keragaman sumber 

daya genetik di Indonesia. 
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2. Permasalahan Penegakan Hukum 

Penegakkan hukum terhadap sumber daya genetik, terkait dengan 

adanya pelanggaran atas sumber daya genetik di Indonesia. Penegakkan 

hukum atas sumber daya genetik dikaitkan dengan lemahnya penegekkan 

hukum di sektor ini. Lemahnya penegakan hukum ada kaitannya dengan 

lemahnya penyidikan dan penyelidikan, hal ini berkaitan dengan 

kewenangan PPNS serta wilayah kerjanya serta lemahnya pengaturan 

tentang sanksi.  

Lemahnya penegakkan hukum ini dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek 

yaitu aspek yuridis dan aspek teknis. Pertama aspek yuridis, yaitu hingga 

saat ini polisi khusus kehutanan (Polisi Kehutanan) diberikan wewenang 

yang terbatas. Wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2004 tentang Kepolisian, KUHAP, Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009. Polisi Kehutanan memiliki peran penting dalam konservasi 

mengingat memahami secara teknis persoalan konservasi yang tidak 

dimiliki oleh oleh POLRI.  

Namun, sayangnya Polisi Khusus Kehutanan ini tidak diberikan 

secara khusus wewenang penyidikan secara mandiri karena adanya dalam 

Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mensyaratkan 

berkoordinasi dengan penyidik POLRI. Hal ini juga sejalan dengan 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982 

tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, BAB I. Huruf A. Angka 4.d. 

POLRI sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik 

pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan 

bantuan. Koordinasi di sini dalam praktek lapangan dipahami sebagai 

bentuk hubungan atasan-bawahan, dimana PPNS/Polhut harus 

melaporkan setiap kasus yang akan ditangani kepada penyidik utama 

(POLRI). 

Kedua aspek teknis, yaitu moralitas penegak hukum. Sektor 

kehutanan merupakan sektor yang rawan terjadi penyalagunaan 

kekuasaan. Sumber daya kehutanan menjadi komoditas yang dieksploitasi 

dengan cara-cara illegal dan dilindungi oleh oknum penegak hukum, hal 
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ini dilihat dari maraknya illegal logging. Terkait illegal logging saat ini 

telah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun hingga saat ini undang-

undang ini banyak menjerat masyarakat hukum adat dan masyarakat 

lokal, namun belum mampu menyentuh korporasi. 

 

B. Permasalahan Implementasi  

Permasalahan impelenetasi menyangkut persoalan praktik hukum di 

lapangan. Hukum tidak hanya diartikan secara tektual namun ia juga diartikan 

secara kontekstual. Permasalahan implementasi sumber daya genetik hewan, 

antara lain: 

1. Masalah keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat; 

2. Masalah pencurian sumber daya genetik dan pemanafaatan secara ilegal 

atas sumber daya genetik; 

3. Masalah kerja sama penelitian sumber daya genetik yang merugikan 

kepentingan nasional; 

4. Masalah belum terlindunginya hak atas kekayaan intelektual di bidang 

sumber daya genetik hewan; 

5. Masalah kerusakan sumber daya genetik akibat pembalakan liar dan 

pembakaran hutan. 

 

B.1. Masalah Keberpihakan Terhadap Masyarakat Hukum Adat 

Masyarakat adat masih banyak yang tinggal di dalam kawasan 

hutan konservasi dan  kawasan pesisir. Keberadaan masyarakat hukum 

adat tersebut ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi 

kawasan konservasi, sehingga hak-hak adat dan tradisionalnya harus 

diakui dan dihormati. Dalam kegiatan-kegiatan konservasi, karena UU 

hanya mengatur teknis konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, keberadaan masyarakat-masyarakat atau pemukiman-

pemukiman yang ada dalam kawasan konservasi tidak diatur secara 

baik.  
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Di lapangan ditemui banyak perkampungan-perkampungan, desa-

desa yang ditinggali oleh masyarakat berpuluh-puluh tahun, bahkan 

sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. 

Terdapat beberapa pasal yang menyentuh posisi masyarakat dalam 

kawasan maupun kegiatan konservasi ini, pasal tersebut adalah Pasal 3, 

Pasal 4 dan Pasal 37.  

Pasal 3 menyebutkan: “Konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber 

daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat 

lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

mutu kehidupan manusia.” 

Pasal 4 menyebutkan: “Konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah 

serta masyarakat.”  Pasal 37 menyebutkan:  

(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui 

berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.  

(2) Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar 

20 konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di 

kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Untuk itu, keberpihakan kepada masayarakat hukum adat haru 

menjadi perhatian. Saat ini, masyarakat hukum adat tidak diberikan 

ruang untuk mengimplementasikan model kosnservasi yang mereka 

kenal sejak lama dan terbukti dalam menjada kanekaragaman hayati 

dan ekosistemnya. Model konservasi yang digunakan hanya model 

yang ditentukan oleh Undang-Undang semata. 
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B.2. Masalah Pencurian dan Pembajakan Sumber Daya Genetik 

Sebagai negara yang kaya akan kenakeragaman hayati dan 

ekosistem, Indonesia menjadi salah satu negara yang menarik banyak 

pihak asing untuk mengetahui lebih dalam mengenai kekayaan hayati 

Indonesia. Bahkan secara tidak baik, potensi pencurian dan pembajakan 

sumber daya genetik Indonesia untuk keperluan pihak asing dapat saja 

dilakukan. 

Menurut kajian Kedi Suradisastra, secara faktual telah terjadi 

pembajakan plasma nuftah di sektor pertanian. Pembajakan plasma 

nutfah pertanian sebagai tindakan ilegal dan imperialistis dapat 

menimbulkan dampak negatif berupa:87 (a) pelanggaran kedaulatan hak 

kepemilikan suatu negara, (b) menurunkan tingkat kehidupan ekonomi 

komunitas lokal, dan (c) mengurangi atau bahkan memusnahkan spesies 

atau varietas tertentu. Pembajakan plasma nutfah pertanian dapat 

dikurangi atau dicegah dengan perundang-undangan dan penguatan 

tindakan hukum (law enforcement). Dalam hubungan pusat-periferi, 

masalah utama bagi ilmuwan Indonesia terletak dalam kemampuan 

dialog (discursive power) dan lobbying yang sangat lemah dalam 

menghadapi keahlian lembaga-lembaga di negara-negara industri.88  

 

B.3.  Masalah Kerja Sama Penelitian Sumber Daya Genetik Yang 

Merugikan Kepentingan Nasional 

Kerjasama penelitian dengan pihak asing, khususnya dengan 

kalangan swasta memerlukan kehati-hatian sehingga plasma nutfah 

biodiversity sumberdaya hayati (SDH) Indonesia tidak hilang melalui 

kegiatan penelitian semacam itu.89 Salah satu pintu masuk hilangnya 

plasma nutfah sumber daya hayat di Indonesia, juga disumbang oleh 

banyaknya peneliti Indonesia yang masih belum mengerti mekanisme 

atau prosedur perizinan bagi peneliti asing dalam mengeksplorasi 

                                                 
87 Kedi Suradisastra, “Pendekatan Sosiologis Terhadap Pembajakan Materi Plasma Nutfah 

Pertanian”, Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 27 No. 2, Desember 2009, hlm. 109 - 116  
88 ibid. 
89 http://www.antaranews.com/print/36021/perlu-kehati-hatian-melakukan-riset-plasma-nutfah-

dengan-pihak-asing 

http://www.antaranews.com/print/36021/perlu-kehati-hatian-melakukan-riset-plasma-nutfah-dengan-pihak-asing
http://www.antaranews.com/print/36021/perlu-kehati-hatian-melakukan-riset-plasma-nutfah-dengan-pihak-asing
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keanekaragaman hayati di Indonesia, sehingga terkadang aturannya 

terlewati begitu saja. Padahal ada mekanisme MTA (material transfer 

agreement) atau surat perjanjian transfer materi, dan ini harus diberikan 

perhatian khusus, karena aturannya sudah ada, namun belum 

disosialisaikan dengan baik ke masyarakat luas terutama terhadap 

peneliti itu sendiri.90 

  MTA semacperlu dibuat karena memuat aturan-aturan yang harus 

dipenuhi oleh penerima materi, seperti misalnya hanya untuk kegiatan 

penelitian, bukan untuk tujuan komersial. Demikian juga bila materi 

yang akan dikirim atau dipertukarkan mempunyai potensi HAKI (Hak 

Atas Kekayaan Intelektual) sehingga MTA perlu juga dibuat. Selain itu, 

para peneliti asing yang ingin mengeksplorasi keanekaragaman hayati 

di Indonesia, wajib melaporkan dirinya ke Lembaga Ilmu pengetahuan 

Indonesia (LIPI) --sebagai "scientific authority", guna memenuhi 

prosedur yang telah ditetapkan. Ketika melaporkan diri, ada prosedur 

yang wajib diisi oleh peneliti tersebut guna memberikan data yang 

relevan bagi keperluan LIPI dan lembaga terkait lainnya, seperti alamat, 

posisi mereka di luar negeri, dan juga harus membayar sejumlah dana 

untuk keperluannya dimaksud. Selanjutnya, setelah persyaratan 

dipenuhi, LIPI akan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik 

Indonesia dan Departemen Luar Negeri (Deplu), guna memperbolehkan 

atau tidaknya peneliti asing itu untuk mengeksplorasi keanekaragaman 

hayati di Indonesia.91 Prosedur tersebut dilakukan, selain untuk 

melindungi peneliti asing selama melakunan penelitian, juga 

mengantisipasi suatu saat hasil penelitiannya itu dipatenkan dan 

menjadi produksi internasional, sehingga akan dengan cepat terlacak 

guna "property right" yang akan didapatkan.92 

 

 

                                                 
90 ibid. 
91 ibid. 
92 Ibid. 
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B.4. Masalah Belum Terlindunginya Hak Kekayaan Intelektual di 

Bidang Sumber Daya Genetik Hewan 

Penelitian terhadap sumber daya genetil hewan akan dapat 

menghasilkan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual tidak hanya 

merujuk pada pelindungan secara ekonomi, namun terdapat perlidungan 

secara moral bagi pencipta/penemunya. Di bidang biologi bentuk 

kekayaan intelektual sangat beragam, mencakup semua bentuk materi 

maupun informasi yang diperoleh dalam penelitian.  

Hak atas kekayaan inteektual yang terkanding dalam bidang niologi 

khususnya dalam penelitian mengenai sumber daya genetil, rercakup di 

dalamnya hak paten, aplikasi paten, sertifikat PVT, hak cipta, dan 

semua invensi, perbaikan suatu proses, temuan yang dapat dilindungi 

oleh hukum formal maupun tidak, termasuk di dalamnya adalah seluruh 

know-how, rahasia dagang, rencana dan prioritas penelitian, hasil-hasil 

penelitian dan laporan, model komputer dan simulasi terkait, plasma 

nutfah, kultur, galur sel, tanaman, bagian tanaman, biji, polen, protein, 

peptida, senyawa metabolit, sekuens DNA dan RNA, gen, probe, 

plasmid dan informasi yangberkaitan dengan itu.93 

Namun secara legal-context masalah impelemtasi hak kekayaan 

intelektual tersebut belum dipayungi secara komprehensif dalam rezim 

pengaturan hak atas kekayaan intelektual, sehingga perlindungan 

hukum atas penemu/pencipta belum dilakukan secara maksimal. 

 

B.5. Masalah Kerusakan Sumber Daya Genetik Akibat Pembalakan 

Liar Dan Pembakaran Hutan 

Sumber daya genetik hewan dan tanaman, sebagian besar berada 

dalam kawasan hutan. Namun, kawasan hutan Indonesia saat ini rentan 

                                                 
93 M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, “Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam 

Penyusunan Perjanjian Penelitian Dengan Pihak Asing Di Bidang Biologi”, Makalah Diskusi, 

disampaikan dalam Rapat Tim Koordinasi Pemberian Ijin Penelitian”, LIPI, Jakarta, 16 Oktober 

2001. 
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atas upaya pembalakan liar dan pembakaran hutan yang berdampak 

pada musnahnya keanekaragaman hayati.  

Kebakaran hutan yang hampir tiap tahun terjadi dan yang paling 

massif terjadi dalam kawasan hutan akan menimbulkan kerugian berupa 

kerugian keanekaragaman hayati. Hutan sebagai sumber kekayaan 

plasma nutfah, nilai tambah devisa negara, pendukung mata air, 

kekayaan nilai ilmiah sebagai sumber bahan obat baru, dan sebagainya 

jika terbakar akan menjadi sumber kemiskinan masyarakat. 

Secara regulasi telah ada berbagai peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai tindakan preventif fan refresif atas 

keanekaragaman hayati, misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun secara empirik seringkali 

undang-undang tersebut tumpul karena gagal secara implementatif atau 

dalam tahap operasionalisasi. 

 

C. Permasalahan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

Permasalahan Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan 

merujuk pada teori legal system Lawrence Friedmen yang manyatakan bahwa 

hukum terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan 

kultur hukum. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan merujuk pada 

bagian struktur dan kultur hukum sebagaimana yang dipaparkan oleh Friedmen. 

Permasalahan kapasitas sumber daya manusia dikaitkan dengan 

moralitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

sumber daya manusia baik sebagai aparatur ataupun sebagai masyarakat. 

Tindakan perusakan hutan termasuk pembakaran hutan yang mengancam 

keanekaragaman hayati termasuk sumebr daya genetik merupakan masalah 

kapasitas manusia yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya 

keanekaragaman hayati bagi keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup 

lainnya.  
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Permasalahan kapasitas sumber daya lembaga dikaitkan dengan 

moralitas lembaga yang membidangi urusan keanekaragaman hayati termasuk 

sumber daya genetik. Pembiaran atas tindakan pemanfaatan secara ilegal, kerja 

sama penelitian dengan pihak asing yang merugikan kepentingan nasional, 

diamnya atas kekosongan hukum yang diperlukan dlaam rangka perlindungan dan 

pengelolaan sumber daya genetik merupakan sebagian kecil permasalahan 

kapasitas kelembagaan yang berpotensi pada terjadinya permasalahan yang lebih 

besar di bidang sumber daya genetik hewan. 
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BAB V 

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 

 

A. Analisis Dan Evaluasi Hukum Sumber Daya Genetik Hewan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 

Peterenakan dan Kesehatan Hewan) memiliki sistematika:  

1) Ketentuan Umum,  

2) Benih, Bibit Dan Bakalan 

3) Beberapa Ketentuan Mengenai Budidaya, 

4) Ketentuan Mengenai Panen, Pascapanen, Pemasaran Dan Industri 

Pengolahan Hasil Peternakan 

5) Mengenai Pencegahan Penyakit Hewan 

6) Mengenai Keamanan Produk Hewan 

7) Kesejahteraan Hewan 

8) Ototritas Veteriner,  

9) Sanksi Dan Ketentuan Pidana, 

10) Ketentuan Mengenai Penatapan Pulau Karantina, Ototritas Veterinaer 

Dan Siskeswanas. 

Perubahan terhadap UU peternakan 2009 perlu dilakukan terutama yang 

terkait dengan pemasukan benih, bibit, bakalan dan ternak ruminansia indukan 

serta pencegehan penyakit hewan yang dianggap belum mencapai hasil yang 

optimal. Selain itu beberapa pasal dalam uu peternakan 2009 telah dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Didalam UU tersebut juga diatur 

mengenai sumber daya genetik. 

Pada prinsipnya UU ini mengatur mengenai hewan, jadi dalam pemanfaatan 

sumber daya genetika yang bisa meliputi hewan, tumbuhan dan mikroba akan 

sulit menemukan ketentuan mengenai tumbuhan dan mikroba karena UU ini 

hanya mengatur mengenai hewan khususnya hewan ternak. Terdapat 4 prinsip 
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yang digunakan dalam kajian ini yaitu prinsip NKRI, keberlanjutan, Keadilan dan 

Prinsip Sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

 

a. Prinsip NKRI 

Prinsip NKRI yang terdapat di dalam UU Peternakan 2009 jo 2014 

tergambarkan dalam prinsip nasionalitas. Prinsip nasionalitas dalam UU 

Peternakan 2009 jo 2014 dapat dipahami bahwa peternakan dan kesehatan 

hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI yang dilaksanakan 

secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang 

lainnya yang terkait.94 Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya 

ketentuan bahwa pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan 

hewan bertujuan untuk salah satunya melindungi, mengamankan dan/atau 

menjamin wilayah NKRI dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan 

atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan atau lingkungan.95  Secara 

keseluruhan, dari 7 (tujuh) indikator terdapat 4 (empat) terpenuhi, 2 (dua) 

kurang terpenuhi dan 1 (satu) tidak terpenuhi. 

Pola pembagian kewenangan dan hubungan kerja antar sektor dan 

antar daerah merupakan hal yang utama dalam proses pemanfaatan sumber 

daya alam termasuk genetika. Penguasaan negara atas sumber daya 

genetik dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah pusat, namun juga 

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota 

berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang 

bersangkutan.96 Hal ini berdampak pada perlunya koordinasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan dan 

adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan 

semangat UU pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan alam yang 

dimiliki oleh suatu daerah/wilayah. 

Faktor ketersediaan lahan untuk peternakan juga merupakan hal 

penting. Oleh karena itu pemerintah daerah yang didalam 

                                                 
94 Pasal 2 ayat 1 UU Peternakan 2009 jo 2014 
95 Pasal 3 UU Peternakan 2009 jo 2014 
96 Pasal 8 ayat 2 UU Peternakan 2009 jo 2014 
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wilayah/daerahnya mempunyai lahan yang dapat dijadikan sebagai 

kawasan penggembalaan umum wajib untuk menyediakan lahan tersebut 

sebagai budidaya ternak.97  Lahan tersebut tidak hanya digunakan sebagai 

budidaya hewan ternak namun juga bisa bekerjasama dengan pengusahaan 

tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan untuk selanjutnya 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak murah.98  

Kepentingan bangsa Indonesia lebih diutamakan daripada 

kepentingan asing. Hal tersebut ditegaskan melalui pernyataan bahwa 

pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan 

untuk mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara 

mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 

peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.99 

Selanjutnya prinsip ini dituangkan melalui ketentuan yang mengatur 

bahwa hanya perorangan warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia 

yang dapat menyelenggarakan budi daya100 dan perorangan atau korporasi 

Indonesia dapat bekerjasama dengan orang asing/badan hukum asing 

sesuai dengan peraturan penanaman modal asing atau aturan lain yang 

terkait.101 Pihak asing/lembaga internasional yang akan melakukan 

pemasukan dan atau pengeluaran sumber daya genetik atau hendak 

melakukan penelitian dan pengembangan wajib memiliki izin.102 

Pembatasan kepemilikan dan pemanfaatan baik oleh individu 

maupun korporasi dalam melakukan bioprospeksi tidak disebutkan secara 

detil hanya menyebukan wajib membuat perjanjian dengan pelaksana 

penguasaan negara atas sumber daya genetik tersebut.103 UU ini belum 

memuat ketentuan mengenai evaluasi atas pemanfaatan sumber daya 

genetik sedangkan ketentuan mengenai pengawasan dapat ditemukan 

dalam beberapa ketentuan pasal. 

 

                                                 
97 Pasal 6 ayat (3) UU Peternakan 2009 jo 2014 
98 Pasal 6 ayat 5 UU Peternakan 2009 jo  2014 
99 Pasal 3 UU Peternakan 2009 jo 2014 
100 Pasal 30 ayat 1 UU Peternakan 2009 jo 2014 
101Pasal 30 ayat 2 UU Peternakan 2009 jo 2014  
102 Pasal 11 jo Pasal 80 UU Peternakan 2009 jo 2014 
103Pasal 9 UU Peternakan 2009 jo  2014  
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b. Prinsip Keberlanjutan 

Prinsip keberlanjutan tercemin dalam Penyelenggaraan peternakan 

dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, 

keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan 

keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.104 Dari 5 

(lima) terdapat 3 (tiga) indikator yang terpenuhi dan 2 (dua) indikator yang 

cukup terpenuhi.   

Pemanfaatan sumber daya genetik diarahkan pada kegiatan 

bioprospeksi. Yang dimaksud kegiatan bioprospeksi disini meliputi 

kegiatan penelitian, pengembangan dan juga komersialisasi sumber daya 

genetik. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam UU Peternakan 2009 jo 

2014 dimana sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan 

dan pelestarian105  dimana pemanfaatannya dilakukan dengan 

pembudidayaan dan pemuliaan sedangkan pelestarian dilakukan melalui 

konservasi in situ dan ex situ.106 Pemanfaatan tersebut harus tetap 

mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap 

keanekaragaman hayati dan juga kepentingan umum.107   

Prinsip kehatian-hatian dalam pemanfaatan sumber daya genetik 

pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu hidup 

masyarakat, misalnya dengan pembubidayaan dan pemuliaan,108 perjanjian 

pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya109 dan juga 

perlindungan terhadap kekayaan intelektual hasil invensi.110  

Dengan ketentuan ini maka UU Peternakan 2009 jo 2014 telah 

menegaskan bahwa negara memberikan jaminan pemanfaatan sumber 

daya genetik bagi negara dan masyarakat sekarang dan generasi 

berikutnya.  

 

 

                                                 
104 Pasal 2 ayat (2) UU Peternakan 2009 jo 2014 
105 Pasal 8 ayat 3 UU Peternakan 2009 jo 2014 
106 Pasal 8 ayat 4 dan 5 UU Peternakan 2009 jo 2014 
107 Pasal 9,10,11,13,15, dan 16 UU Peternakan 2009 jo 2014 
108 Pasal 10 UU Peternakan 2009 jo 2014 
109 Pasal 9 UU Peternakan 2009 jo 2014 
110 Pasal 81 UU Peternakan 2009 jo 2014 
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c. Prinsip Keadilan Sosial 

UU Peternakan 2009 jo 2014 belum memenuhi sebagian besar 

indikator dari prinsip keadilan sosial. UU peternakan 2009 jo 2014 

menyatakan bahwa pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati 

diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan dengan menerapkan asas 

kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan 

keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan 

keprofesionalan.111 Oleh karena itu pemanfaatan di bidang peternakan 

terus berlanjut dan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing 

bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju. Prinsip 

keadilan ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan peternakan dan 

kesehatan hewan harus dapat memberikan peluang dan kesempatan yang 

sama secara proporsional kepada semua warga negara. Dari 6 (enam) 

indikator terdapat 2 (dua) indikator yang terpenuhi, 1 (satu) indikator yang 

cukup terpenuhi dan 3 (tiga) indikator yang tidak terpenuhi. 

Aspek pemerataan dan keadilan ini tercermin dalam kegiatan 

pemanfaatan dan pelestarian dimana budi daya hanya dapat 

diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau perusahaan yang tetap 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencukupi 

kebutuhan konsumsi masyarakat baik peternak kecil mengenah maupun 

pengusaha ternak dan juga masyarakat pada umumnya.112 UU Peternakan 

2009 jo 2014 mengatur mengenai prinsip yang mengedepankan 

kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat sehingga mengamanatkan 

dibentuknya sistem kesehatan hewan nasional (siskeswanas).113  

UU peternakan 2009 jo 2014 belum mengakui dan melindungi 

masyarakat hukum adat dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat. 

Perhatian terhadap adat sebatas pada menghargai kearifan tradisional dan 

budaya lokal yang harus bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat agam 

dan budaya setempat.114 UU tersebut juga belum mengatur adanya 

                                                 
111 Penjelasan umum UU Peternakan 2009 jo 2014 
112 Pasal 10 UU Peternakan 2009 jo 2014 
113 Pasal 96A UU Peternakan 2009 jo 2014 
114 Penjelasan Pasal 78 ayat 3 UU Peternakan 2009 jo 2014 
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mekanisme penyelesaian sengketa terakit sumber daya genetik yang 

imparsial, independen, biaya terjangkau dan jangka waktu yang jelas.  

 

d. Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat 

UU peternakan 2009 jo 2014 telah memenuhi sebagian besar 

indikator dari prinsip yang ada. Program pemerintah pusat maupun daerah 

dalam rangka pemanfaatan sumber daya genetik telah cukup untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal ini didukung juga dengan kejelasan 

pembagian tugas kelembagaan di pemerintahan terkait dengan penyediaan 

benih/bibit hewan. Penyediaan lahan-lahan umum bagi rakyat untuk 

melaksanakan budidaya dan pengembangan sumber daya genetik juga 

telah mendapat perhatian serius dari pemerintah.115 Mekanisme terkait 

hewan telah diatur oleh uu tersebut namun tidak untuk sumber daya 

genetik yang berasal dari tumbuhan dan mikroba. Dari 12 (dua belas) 

indikator, 7 (dua) indikator terpenuhi, 2 (dua) indikator kurang terpenuhi 

dan 3 (tiga) indikator tidak terpenuhi. Pembangunan pengelolaan sistem 

informasi diselenggarakan hanya pada tahapan veteriner dimana 

menyediakan data dan informasi terkait penyakit hewan.116 

 

B. Analisis dan Evaluasi Hukum Sumber daya Genetik Hewan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana 

Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan 

Undang-Undang ini dibuat sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu 

penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat 

kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kehutanan harus 

                                                 
115 Pasal 5 UU Peternakan 2009 jo 2014 
116 Pasal 42 UU Peternakan 2009 jo 2014 
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dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, 

keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-

gugat. 

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi 

Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus 

segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; 

menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur 

dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan 

dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. 

Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak 

kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun 

demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas 

serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Namun demikian berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di 

bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau 

perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut 

terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang 

menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada 

di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undangundang tersebut tetap 

berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau 

perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak 

jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat 

ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan 

hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan 

terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya 

Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut. 

Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan 

di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi 

yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-

undang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004. 

Terdapat 4 prinsip yang digunakan dalam kajian ini yaitu prinsip NKRI, 

keberlanjutan, Keadilan dan Prinsip Sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

 

a. Prinsip NKRI 

Prinsip NKRI dapat terlihat di Pasal 4 yang menyatakan bahwa 

semua hutan di dalam wilayah RI termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang 

kepada pemerintah untuk: 

i. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

ii. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau 

kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan 

iii. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara 

orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum 

mengenai kehutanan. 

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari 

sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan 

pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana 

reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk 

pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan 

pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana 

investasi pelestarian hutan. 

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang 

pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang 

bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi 

dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat 
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nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat. 

Pasal 66 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan 

kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada 

pemerintah daerah. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam 

rangka pengembangan otonomi daerah. 117 

UU Kehutanan mewajibkan pemerintah wajib menjaga kekayaan 

plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian dalam penyelenggaraan 

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan 

kehutanan.118  Selain itu Pemerintah juga wajib melindungi hasil 

penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.119 

Dalam pengelolaan kehutanan, kepentingan bangsa Indonesia lebih 

diutamakan daripada kepentingan asing. Hal tersebut ditegaskan melalui 

pembatasan keterlibatan orang asing dalam melakukan penelitian atau 

modal asing dalam pemanfaatan hutan. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya pencurian oleh pihak asing 

adalah dengan mengatur prosedur pemberian Izin melakukan penelitian 

kehutanan di Indonesia kepada peneliti asing, dengan mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.120  Berdasarkan Pasal 27 dan 

29 maka izin pemanfaatan kawasan hutan hanya dapat diberikan kepada 

perorangan, masyarakat setempat, koperasi, badan usaha milik swasta 

Indonesia, atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.  

 

b. Prinsip Keberlanjutan 

Prinsip keberlanjutan tercemin dalam Pasal 31 yang menyatakan 

bahwa untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin 

usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek 

                                                 
117 Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
118 Pasal 52 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
119 Pasal 54 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
120 Pasal 54 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
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kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Selanjutnya Pasal 32 

mewajibkan Pemegang izin pemanfaatan hutan untuk menjaga, 

memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Selain itu UU 

Kehutanan mengatur dalam Pasal 37 ayat (2) bahwa pemanfaatan hutan 

adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang 

tidak mengganggu fungsinya. 

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan 

dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi 

kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, 

kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam 

pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-

hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan 

hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan 

pengelolaan hutan. 

Terkait dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hutan, UU 

Kehutanan juga mengatur mengenai rehabilitasi dan reklamasi hutan.  

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, 

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem 

penyangga kehidupan tetap terjaga.121    

Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: 

reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan 

teknik konservasi. 122 

Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau 

memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat 

berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan 

reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, 

dan pelaksanaan reklamasi. 123 

 

 

                                                 
121 Pasal 40 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
122 Pasal 41 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
123 Pasal 44 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
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c. Prinsip Keadilan Sosial 

Prinsip keberlanjutan tercemin dalam Pasal 2 yang menyatakan 

bahwa penyelenggaraan Kehutanan berasaskan keadilan. Dalam rangka 

pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, 

menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam 

pemanfaatan hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha 

milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik swasta Indonesia (BUMS 

Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha dibidang kehutanan, 

wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara 

bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha koperasi yang 

tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi 

lainnya. 

UU ini sudah mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat 

dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat.  Dimasukkannya hutan-hutan 

yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, 

adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh 

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, 

dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) maka penguasaan hutan oleh Negara 

tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya 

masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional. Keberadaan hutan adat juga tetap diakui oleh 

Negara dan termasuk dalam kategori Hutan Negara.124 Hutan adat ini 

dilindungi keberadaannya sepanjang menurut kenyataannya masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.125 

Selanjutnya menurut Pasal 67, Masyarakat hukum adat sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: 

i. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; 

                                                 
124 Pasal 5 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
125 Pasal 5 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 
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ii. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan 

iii. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraannya. 

 

d. Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat 

Prinsip keberlanjutan dalam Undang-undang ini tercemin dalam 

Pasal 3 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. Selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) maka Pengurusan 

hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta 

serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga terkait 

pemanfaatan hutan yang berdasarkan Pasal 23 bertujuan untuk 

memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat 

secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. 

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan 

kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya 

semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap 

memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak 

dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan 

hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, 

lindung dan produksi. Untuk mejaga keberlangsungan fungsi pokok hutan 

dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan 

dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga 

meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga 

peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.  

Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling 

penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk 

menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh 

mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih 

produktif menjadi hutan tanaman. 
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C. Analisis dan Evaluasi Hukum Atas Sumber Daya Genetik Dalam Undang 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah Dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Undang-Undang ini dibuat sebagai wujud tanggung jawab negara untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu yang harus 

dilakukan oleh negara untuk melindungi rakyat Indonesia adalah dengan 

penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Berdasarkan UU No. 27 Tahun Tahun 2007, pengelolaan Perairan Pesisir 

dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan 

Perairan Pesisir (HP-3). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-

VIII/2010 menyatakan bahwa mekanisme pemberian HP-3 bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena 

mengurangi hak penguasaan negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil. Oleh karena itu ketentuan mengenai bahwa mekanisme pemberian 

HP-3 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak lagi mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau 

swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut 

tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), 

melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), 

melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan 

(toezichthoudensdaad). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi 

secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan 

tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

serta hak-hak tradisionalnya. Semua ini sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. Selain itu negara juga harus tetap mengakui dan menghormati 

Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan terhadap 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di 

masyarakat. Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada 

masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, 

Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap 

Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat 

Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; 

serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota 

dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terdapat 4 prinsip 

yang digunakan dalam kajian ini yaitu prinsip NKRI, keberlanjutan, Keadilan dan 

Prinsip Sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

 

a. Prinsip NKRI 

Prinsip NKRI yang terdapat di dalam undang-undang ini dapat 

terlihat dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, 

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia 

dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta 

proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI. 

Berdasarkan Pasal 3 huruf i, pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil berasaskan Desentralisasi.  Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 

Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan pendampingan 

terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan 
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Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.126 

Koordinasi antara Pemeintah dan Pemerintah daerah ini sejalan dengan 

salah satu tujuan dari pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

yaitu untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil.127 

Dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 

kepentingan bangsa Indonesia lebih diutamakan daripada kepentingan 

asing. Hal tersebut ditegaskan melalui pembatasan keterlibatan orang asing 

atau modal asing. Berdasarkan Pasal 22A, maka Ijin lokasi hanya dapat 

diberikan kepada: a. Orang perorangan warga negara Indonesia; b. 

Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Koperasi 

yang dibentuk oleh Masyarakat. Namun demikian Undang-undang ini 

masih memberikan kesempatan bagi penamanan modal asing dalam 

pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya, 

akan tetapi harus mendapat izin Menteri. Selain itu penanaman modal 

asing tersebut harus mengutamakan kepentingan nasional.128  Pembatasan 

lainya adalah ketentuan bahwa setiap orang asing yang melakukan 

penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wajib terlebih dahulu 

memperoleh izin dari Pemerintah, mengikutsertakan peneliti Indonesia, 

dan harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah. 129 

 

b. Prinsip Keberlanjutan 

Prinsip keberlanjutan tercemin dalam Pasal 3 huruf a yang 

menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

berasaskan keberlanjutan. Selain itu dalam Pasal 4 juga disebutkan bahwa 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan 

tujuan yaitu melindungi, mengonversi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan 

                                                 
126 Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
127 Pasal 4 huruf b UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
128 Ps 26A UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
129 Pasal 45 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
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memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta sistem 

ekologisnya secara berkelanjutan. 

Pengaturan lebih lanjut untuk menjamin keberlanjutan dalam 

pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat terlihat dari 

ketentuan mengenai Konservasi, pemberian ijin lokasi, dan ketentuan 

mengenai perbuatan yang dilarang. Ps. 28 ayat (1) menyebutkan bahwa 

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diselenggarakan untuk 

menjaga kelestarian ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, melindungi 

alur migrasi ikan dan biota laut lain; melindungi habitat biota laut dan 

melindungi situs budaya tradisional. Kawasan konservasi yang 

mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan 

untuk melindungi:  

i. Sumber daya ikan;  

ii. Tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;  

iii. Wilayah yang dianut oleh adat tertentu; dan  

iv. Ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap 

perubahan.130 

UU ini juga mengatur bahwa pemberian Izin Lokasi wajib 

mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, 

masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas 

damai bagi kapal asing.131 Pasal 35 juga menegaskan adanya larangan 

dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dapat 

menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkunga pada ekosistem yang 

ada. 

 

c. Prinsip Keadilan Sosial 

Prinsip keberlanjutan tercemin dalam Pasal 3 huruf k yang 

menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

berasaskan keadilan.  

Dalam UU ini terdapat aturan yang jelas, rinci dan selaras tentang 

jaminan atas kualitas lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang, 

                                                 
130 Pasal 28 ayat (3) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
131 Ps. 17 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
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namun terbatas hanya dalam pelaksanaan reklamasi. Hal ini dapat dilihat 

dalam Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Reklamasi 

wajib menjaga dan memperhatikan: a.keberlanjutan kehidupan dan 

penghidupan masyarakat; b. Keseimbangan antara kepentingan 

pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil. 

UU ini sudah mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat 

dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 42 ayat (2) 

disebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil agar 

menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal. Lebih lanjut, Pemerintah 

mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, 

Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. 

Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan 

Kearifan Lokal, dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil yang berkelanjutan.132 

Perlindungan khusus bagi Masyarakat Lokal, Masyarakat 

Tradisional, atau Masyarakat Hukum Adat juga terdapat dalam hal 

pemberian izin lokasi atau ijin pengelolaan, pemanfaatan ruang dan 

sumber daya. Pasal 20 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan 

kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan 

pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Perisir dan Perairan pulau-

pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pemanfaatan 

ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan pulau-pulau kecil 

pada wilayah masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat 

menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat, namun dengan 

memperhatikan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.133 Kewajiban untuk memiliki perijinan 

dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dikecualikan 

                                                 
132 Pasal 61 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
133 Pasal 21 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
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bagi Masyarakat Hukum Adat.134  Pasal 60 ayat (1) huruf f menyebutkan 

bahwa dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 

Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan 

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecl berdasarkan hukum adat yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Namun, UU ini belum mengatur adanya mekanisme 

penyelesaian sengketa terakit sumber daya yang terkandung, yang 

imparsial, independen, biaya terjangkau dan jangka waktu yang jelas.  

 

d. Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat 

Prinsip keberlanjutan dalam Undang-undang ini tercemin dalam 

Ps 60 ayat (1) huruf  yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak 

untuK  memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan Ps 60 ayat (1) 

huruf f: Dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 

Masyarakat mempunyai hak untuK melakukan kegiatan pengelolaan 

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecl berdasarkan hukum adat yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Selain itu Undang-undang ini juga mewajibkan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya melalui peningkatan kapasitas, 

pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, 

jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya.135 

Hal lainnya yaitu dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana 

yang diatur dalam Ps. 33 ayat (1) yaitu bahwa Rehabilitasi dilakukan oleh 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara 

langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

 

                                                 
134 Pasal 22 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
135 Pasal 63 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2007 jo 2014 
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D. Analisis dan Evaluasi Hukum Atas Sumber Daya Genetik Dalam Undang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting 

dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa 

fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai 

fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang 

kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan 

mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka 

upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi 

kewajiban mutlak dari tiap generasi.  

Oleh karena itu hadirnya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada prinsipnya merupakan suatu 

aturan yang mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

kenaenaragaman jenis tumbuhan dan stawa beserta ekosistemnya dan 

pemanfaatan secara lesatri sumber daya alam hayat dan ekosistem yang dapat 

menjamin pemanfaatanya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu 

kehidupan manusia. 

Dalam salah satu dasar konsideran UU KSDAHE yang menyatakan bahwa 

bahwa sumber daya lama hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai 

kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, 

serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan 

umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. 

Tingkatan keanekaragaman hayati mulai dari tingkatan genetik, spesies 

dan ekosistem. Pada prinsipnya potensi sumber daya genetik dapat ditemui dalam 

tumbuhan, hewan dan mikroba yang tersebar dalam wilayah Indonesia yang 

sejatinya kaya akan keanekaragaman hayati tersebut. Penyebaran materi genetik 

yang terdapat dalam hewan, tumbuhan dan juga mikroba dapat ditemui dalam 

kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Sebagai undang undang 

payung terhadap konservasi sumber daya alam undang-undang ini belum secara 

maksimal memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam termasuk juga 
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sumber daya genetic sebagai bagian dari sumber daya alam itu sendiri. UU 

KSDAHE sebagian besar sudah melindungi dengan cara konservasi atas kekayaan 

berupa tanaman dan satwa namun belum mengatur mengenai sumber daya genetic 

yang berasal dari mikro organisme/mikroba. Terdapat 4 prinsip yang digunakan 

dalam kajian ini yaitu prinsip NKRI, keberlanjutan, Keadilan dan Prinsip Sebesar-

besar kemakmuran rakyat.  

 

a. Prinsip NKRI 

UU KSDAHE 1990 pada prinsipnya tidak mencantumkan asas dan 

tujuan secara jelas. Dari 7 (tujuh) indikator, 2 (dua) indikator cukup 

terpenuhi dan 5 (lima) indikator tidak terpenuhi. UU KSDAHE 1990 

kurang mengatur dengan rinci dan jelas mengenai perlindungan sumber 

daya alam atas keterkaitan asing dalam hal pemanfaatan, penyerahan tugas 

serta peningkatan kemampuan dalam negeri. Pembagian tugas antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga belum secara jelas diatur 

dalam undang-undang ini. Semangat pembagian tugas sebagaimana UU 

Pemda belum ada di dalam UU KSDAHE 1990 ini. Ketentuan pembatasan 

mengenai suatu kawasan sebagai kawasan penyangga maupun suaka alam 

dan cagar biosfer hanya disebutkan ditentukan oleh Pemerintah.136 

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan suaka alam termasuk Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata alam juga hanya 

disebutkan sebagai kewenangan pemerintah tanpa penjelasan apakah 

pemerintah yang dimaksud disini pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah.137 

Pengaturan yang mengedepankan prinsip NKRI dapat ditemukan 

pada beberapa aturan terkait perlindungan yang berupa pengaturan dalam 

hal pemberian izin terhadap pihak asing,138 kegiatan-kegiatan yang 

dilarang,139 dan juga pengaturan terkait kerjasama internasional terutama 

dalam kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan budidaya. 

                                                 
136 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 16 UU KSDAHE 1990 
137 Pasal 34 UU KSDAHE 1990 
138 Pasal 16 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1 UU KSDAHE 1990 
139 Pasal 21 UU KSDAHE 1990 
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b. Prinsip Keberlanjutan 

Asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah 

pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam 

ekosistem secara serasi dan seimbang.140 Dimana pelaksaan konservasi 

sumber daya alam hayati bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya 

kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya 

sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan mutu kehidupan manusia.141 Dari 6 (enam) indikator, 2 

(dua) indikator terpenuhi, 1 (satu) indikator kurang terpenuhi dan 3 (tiga) 

indikator tidak terpenuhi. 

UU KSDAHE pada prinsipnya berorientasi pada konservasi hal ini 

ditandasakan dalam asasnya yang menyatakan bahwa konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan 

dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi 

dan seimbang142 dimana bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian 

sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat 

lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu 

kehidupan manusia.143 

Konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

dilakukan melalui kegiatan antara lain:  

i. perlindungan sistem penyangga kehidupan; 

ii. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya; dan 

iii. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya.144 

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi 

terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan 

                                                 
140 Pasal 2 UU KSDAHE 1990 
141 Pasal 3 UU KSDAHE 1990 
142 Pasal 2 UU KSDAHE 1990 
143 Pasal 3 UU KSDAHE 1990  
144 Pasal 5 UU KSDAHE 1990 
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manusia.145 Konservasi keanekaragaman hayati dilakukan juga dengan 

pengawetan terhadap jenis tumbuhan dan satwa,146 dengan pengecualian 

untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan 

binatang dan tumbuhan langka tersebut.147 

Pola pemanfaatan sumber daya alam (sumber daya genetik) 

dilaksanakan dengan memperhatikan kelangusngan potensi, daya dukung 

dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.148 Pola pemanfaatan 

yang diatur dalam UU ini antara lain meliputi pengkajian, penelitian dan 

pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, 

pertukaran, budidaya dan pemeliharaan untuk kesenangan.149 Terhadap 

pelaku perusakan lingkungan hidup UU ini mengatur adanya kewajiban 

membayar denda dan juga hukuman badan, namun belum mengatur 

mengenai pidana tambahan termasuk pemulihan lingkungan hidup.150 

 

c. Prinsip Keadilan 

Dalam konsideran UU KSDAHE 1990 disebutkan bahwa SDA 

Hayati dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan dan peran penting 

bagi kehidupan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, 

serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 

khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun 

masa datang.151  Namun sayangnya hal ini tidak dijabarkan lebih rinci ke 

dalam asas maupun pengaturan pasal dalam UU ini. Dari beberapa 

indikator yang terdapat dalam prinsip keadilan, UU KSDAHE tidak dapat 

memberikan jaminan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat. Dari 

5 (lima) indikator, 4 (empat) indikator tidak terpenuhi dan 1 (satu) 

indikator kurang terpenuhi. 

 

d. Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat 

                                                 
145 Pasal 7 UU KSDAHE 1990 
146 Pasal 20 UU KSDAHE 1990 
147 Pasal 21, 22 dan 24 UU KSDAHE 1990  
148 Pasal 28 UU KSDAHE 1990 
149 Pasal 36 UU KSDAHE 1990 
150 Pasal 40 UU KSDAHE 1990 
151 Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 2 UU KSDAHE 1990 
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Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran rakyat tercermin dalam 

tujuannya untuk rakyat Indonesia. Dari 12 (dua belas) indikator, 2 (dua) 

indikator terpenuhi dan 10 (sepuluh) indikator tidak terpenuhi. 

Indikator dalam Prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagian 

besar belum diatur dalam UU KSDAHE 1990. Pada dasarnya, konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan 

terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan 

ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia,152 dimana hal ini 

merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.153 Ditegaskan 

juga bahwa kewajiban menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah 

merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah dan pengusahaan di 

perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan.154 Akan tetapi, UU 

ini menyebutkan mengenai peran serta dan kewajiban masyarakat dalam 

konservasi sumber daya alam dan ekosistem namun tidak secara rinci dan 

jelas mengatur bagaimana pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam 

melindungi sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Pemerintah menggerakkan dan mengarahkan rakyat untuk berperan 

dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui 

berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.155 Pemerintah 

juga menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat 

melalui pendidikan dan pelatihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Pasal 3 UU KSDAHE 1990 
153 Pasal 4 UU KSDAHE 1990 
154 Pasal 9 ayat 1 UU KSDAHE 1990 
155 Pasal 37 UU KSDAHE 1990 
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BAB VI 

ARAH REKOMENDASI 

 

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum dalam bab-bab sebelumnya, 

terdapat beberapa masalah mengenai sumber daya genetik hewan. Permasalahan 

tersebut, meliputi: 

1. Permasalahan Hukum, yang terdiri atas permasalahan konflik norma, 

permasalahan kontestasi norma, permasalahan distorni norma, 

permasalahan kekosongan norma hukum, dan permasalahan penegakkan 

hukum. 

2. Permasalahan Implementasi atau Operasional. 

3. Permasalahan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. 

Mengingat kajian ini merupakan kajian normatif maka permasalahan 

hukum saja yang menjadi fokus analisis yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistem dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. 

Analisis terhadap undang-undang tersebut di atas menggunakan prinsip-

prinsip yaitu: (1) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Prinsip 

Keadilan Sosial; (3) Prinsip Keberlanjutan; dan (4) Prinsip Sebesar-besar 

Kemakmuran Rakyat dan indicator-indikator yang ditentukan dalam tiap-tiap 

prinsip. 

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka rekomendasi dari kajian ini, 

yaitu: 

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

yang didalamnya mengatur mengenai keseragaman zonasi kawasan hutan 

konservasi dengan, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dalam kawasan 

hutan. 
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2. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Keanekaragaman Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang 

didalamnya mengatur mengenai penguatan perlindungan sistem penyanggah 

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, termasuk mengenai konsepsi zonasi kawasan konservasi yang 

disepakati secara internasional (International Union for Coservation of 

Nature). 

3. Dibentuknya Undang-Undang tentang Sumber Daya Genetik 

Dalam undang-undang yang akan dibentuk ini diatur mengenai manajamen 

perlindungan dan pengolahan sumber daya genetik, mulai dari perencanaan, 

pengawetan atau konservasi, pemanfaatan, kerja sama, pendanaan, termasuk 

mengenai hak atas kekayaan intelektual, penelitian dan pengembangan, serta 

materi muatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum lainnya. 

4. Dibentuknya Undang-Undang tentang Keanekaragaman Hayati 

Sesungguhnya dalam substansi keanekaragaman hayati terdapat pula substansi 

mengenai sumber daya genetic sebagai bagian dari sumber daya alam hayati. 

Walau secara umum, rencana regulasi keanekaragaman hayati dapat hanya 

terfokus pada pada metari muatan pelindungan penyangga, pelestarian 

keanekaragaman, pemanfaatan keanekaragaman, pengamanan; dan penegakan 

hukum, namun materi sumber daya genetik dapat dimasukkan dalam setiap 

materi muatan dalam keanekaragaman hayati tersebut. Bila rencana undang-

undang ini dibentuk maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Keanekaragaman Sumber Daya Ala dan Ekosistemnya dicabut. 

5. Reformulasi Substansi Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Bidang 

Sumber Daya Genetik Dalam Undang-Undang Di Bidang Hak Atas 

Kekayaan Intelektual 

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa dalam penelitian dan pengembangan 

sumber daya genetic rercakup di dalamnya hak paten, aplikasi paten, sertifikat 

PVT, hak cipta, dan semua invensi, perbaikan suatu proses, temuan yang dapat 

dilindungi oleh hukum formal maupun tidak, termasuk di dalamnya adalah 

seluruh know-how, rahasia dagang, rencana dan prioritas penelitian, hasil-hasil 
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penelitian dan laporan, model komputer dan simulasi terkait, plasma nutfah, 

kultur, galur sel, tanaman, bagian tanaman, biji, polen, protein, peptida, 

senyawa metabolit, sekuens DNA dan RNA, gen, probe, plasmid dan 

informasi yang berkaitan dengan itu. Untuk itu, dalam rangka perlindungan 

sumber daya genetic hewan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

hak atas kekayaan intelektual, khususnya paten dan PVT, materi hak atas 

kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan sumber daya genetic 

hewan dimasukkan sebagai materi muatan. 
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